
PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR
NOMOR12TAHUN2004
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WALIKOTAMAKASSAR
PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR12TAHUN2004

TENTANG

PENGURUSANPASARDALAM DAERAHKOTAMAKASSAR
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAMAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalamrangka wujudnya pelaksanaan pengurusan

pasarsecara lebih berdaya guna dan berhasilguna serta

untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat,perlu di

tetapkanpengurusanpasardalam DaerahKotaMakassar;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

ditetapkandenganPeraturanDaerah.

Mengingat : 1. Undang-undangNomor29Tahun1959tentangpembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

TambahanLembaranNegara-RepublikIndonesiaNomor1822);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

perusahaanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun1962Nomor10,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor3037);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indooesia

Tahun 1999MengingatNomor 60. Tambahan

LembaranNegeriRepublikIndoesiaNomor3037);

4. Pereturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang



PerubahanBatas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan

Kabupaten-kabupaten Gowa,Maros. dan Pengkajene dan

KepulauanDalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi

Selatan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1971

Nomor 65,Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang

perubahanNamaKotaUjungPandangmenjadiKotaMakassar

DalamWilayah PropinsiSulawesiSelatan (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun1999Nomor193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentangPengelolaan dari Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4022);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

tehnikPenyusunan Perundang-undangan,Rancangan Undang-

undang, Rancangan Keputusan presiden (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor70);

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999

tentangPembentukanPerusahaanDaerahpasarMakassarRaya

KotamadyaDaerahTingkatIIUjungpandang(LembaranDaerah

Kota Makassar Tahun 1999 Nomor 18 SeriDNomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan DaerahKota

Makassar Nomor 17 Tahun 2002 tentang perubahan

AtasPeraturanDaerahKotaMakassarNomor4Tahun1999

tentangPembentukan Perusahaan Daerah pasar Makassar

“Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang

(LembaranDaerahKotaMakassarNomor63Tahun2002Seri



ENomor8);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2000

tentangKetentuan-ketentuanPokokBadanPengawas.Direksi

danKepegawaian Perusahaan Daerah PasarMakassarRaya

KotaMakassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor

1Tahun2000SeriDNomor1);

DenganPersetujuan

DewanPerwakilanRakyatDaerahKotaMakassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURANDAERAHKOTAMAKASSARTENTANGPENGURUSAN
PASARDALAM DAERAHKOTAMAKASSAR

BAB1

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

a. KotaadalahKotaMakassar;

b. WalikotaadalahWalikotaMakassar;

c. BadanPengawasadalahBadanPengawasPerusahaanDaerahPasarMakassar

RayaKotaMakassar;

d. DireksiadalahDireksiPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotaMakassar;

e. PerusahaanDaerahadalahPerusahaanDaerah.PasarMakassarRayaKota

Makassar.

f. PasaradalahpasarmilikPemerintahKotaMakassaryangtelahdiserahkan

kepada Perusahaan Daerah sebagaiassetPerusahaan Daerah dan pasar

lainnyayangdikelolaolehPerusahaanDaerahsesuaiketentuanyangberlaku;

g. SuratIzintempatberjualan/usahaadalahizintertulisyangdikeluarkanoleh

DireksiPerusahaanDaerahdandiberikankepadaorangtuaataubadanhukum



untukmemanfaatkantempatberjualan/usahadipasar;

h. Pemakaitempatberjualan/usaha adalah orang atau badan hukum yang

mempunyaihakmemakaitempatberjualanberdasarkanSuratlzinTempat

Berjualan/usaha;

i. Pemindahanhakadalahpemindahanhakpemanfaatantempatberjualan/usaha

dipasar;

j. Perubahantatarurng(layout)ataudesainadalahmengubah/membongkarbaik

sebagian atau keseluruhan,memperluas,mengubah peruntukan.Mengubah

instalasikelengkapantempatberjualan/usaha;

k. KepalaunitPasaradalahorang/pejabatyangmengepalaisuatuunitpasar;

l. PusatPerbelajaanadalahPasaryangdiselenggarakanpadagedungtertutup

termasuk toko serba ada. super market/mini market, swalayan dan

sejenisnyayangdikelolaolehPerusahaanDaerah;

m.Perparkiran adalah kegiatan parkir kendaraan di kawasan pasar yang

dikelolaolehPerusahaanDaerah.

BABII

WEWENANGPENGURUSANPASAR

Pasar2

PenetapanlokasipasarditetapkanolehWalikotaataspertimbanganDireksidan

BadanPengawas.

Pasal3

(1)Wewenangpengurusanpasar,didelegasikanWalikotakepadaDireksi;

(2)Direksiberwenangmenetankan:

a. Tempat-tempatberjualan/berusahadalam pasar;

b. Pembagiantempatberjualandalam pasar;



c. Pengelompokanjenisjualandalampasar;

d. Penggunaanareal/pelatarandanbangunanpasardanperparkiran;

e. TarifJasapenggunaan/pemanfaatanfasilitaspasar;

f. Perbaikanrehabilitasibangunan,saranadanprasaranapasar;

g. Pemasangandanpemanfaatanfasilitasumum Pasar;

h. Waktuoperasi,jam buka,dantutuppasar.

Pasal4

(1)Direksiberwenang mengatur kembali/mengubah tata ruang dan desain

perentukantempatberjualan/usaha dipasaryang terkena bencana,dengan

persetujuanWalikotaataspertimbanganBadanpengawas:

(2)Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang

menguntungkanPerusahaanDaerahdalam membaugun/menatapasardengan

persetujuanBadanPengawasPerusahaanDaerah.

Pasal5

Ketentuan perombakan. penambahan, perubahan bentuk, perluasan dan

perentukantempatberjualan/usahadipasarditetapkanolehDireksi.

BABIII

KLASIFIKASIKEGIATANPASAR

Pasar6

Klasifikasikegiatan pasarditetapkan oleh Direksiberdasarkan kegiatan dan

pelayananyangdiaturmenurut:

a. Sifatkegiatandanjenisdagangan:

1. PasarEceran;

2. PasarGrosir;

3. PasarInduk;

4. PasarKhusus(daruratdanswalayan/pusatperbelanjaan).

b. Ruanglingkuppelayanandantingkatpotensipasar:



1. PasarKelasI(PasarRegional);.

2. PasarKelasII(PasarKota);

3. PasarKelasIII(PasarWilayah/Kecamatan);

4. PasarKelasIV(PasarLingkungan).

c. WaktuKegiatan:

1. PasarPagil/Sianghari,

2. PasarSenja/Malam hari

BABlV

JENISPUNGUTANJASA

Pasal7

JenispungutanjasadipasarditetapkanolehDireksisesuaiketentuanperaturan

perundang-undanganyangberlaku

BABV

PERSYARATANDANHAKPEMAKALANTEMPATBERJUALAN/USAHA

Pasal8

Syarat-syaratpemakaiantempatberjualan/usahadipasaradalah:

a. MemilikiSuratIzinTempatBerjualan/usahayangdikeluarkanolehDireksi;

b. IzinTempatBerjualan/usahasebagaimanadimaksuddalam pasalinidiajukan/

dimohonkankepadaDireksimelaluiKepalaUnitPasar.

Pasal9

(1)Ketentuan pemakaian tempatberjualan/usaha dipasar atas dasar tata

carapemakaianharian,bulananatauuntukjangkawaktutertentuditetapkan

olehDireksi;

(2)Ketentuanbongkarmuatdipasardanpemanfaatanpelatarandankawasan

pasarsebagaitempatbongkarmuatbarangdaganganditetapkanolehDireksi;

(3)Hakpemakaiantempatberjualan/usahaditetapkanolehDireksiuntukjangka

waktu1(satu)tahundandapatdperpanjangkembali.



Pasal10

Pemakaianberjualan/usahadapatmemperolehhakpenggunaantempatberjualan/

Usahalebihdari1(satu)tempatberjualan/usahasesuaiyangditetapkanoleh

Direksi.

Pasal11

Direksi berhak melakukan penyegelan atau mengambil alih tempat

berjualan/usahabilamana:

a. Pemakaitempatberjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran

sewatempatberjualan/usahaselama3(tiga)bulanberturut-turutmakaDireksi

berhakmelakukanpenyegelantempatberjualan/usaha;

b. Pemakaitempatberjualan/usaha tidak membayar/menunggak pembayaran

sewa tempatberjualan/usaha selama 6 (enam)bulan berturut-turutmaka

Direksiberhakmengambilalihtempatberjualan/usaha.

BABVI

LARANGANDANKEWAJIBAN

Pasal12

Dalam pasardilarang:

a. Beradadalam pasarpadasaatditutupkecualiatasizinDireksi;

b. Penempatankendaraanbermotordanataualatangkutlainnyadiluartempat

yangditetapkan;

c. Mengotori/merusakbangunandanataubaranginventarispasar;

d. Melakukanperbuatanasusila;

e. Menyimpan bahan bakarminyak atau gas dan atau bahar/cairan yang

mudahterbakardanataukegiatanmemasaktanpaizinDireksi;

f. Menyimpan narkotika dan atau obatterlarang lainnya dan atau minuman

beralkohol/keras dan jenisnya tanpa izin sesuai peraturan perundang-

undanganyangberlaku;



g. Melakukankegiatanperjudianataukegiatanusahasejenisnya;

h. Menjadikanbangunanpasarsebagaitempattinggalatauhunian.

Pasal13

(1)Pemakaitempatberjualan/usahadilarang:

a. Mengubah,menambah dan atau memperluas tempatberjualan/usaha

tanpaizinDireksi;

b. MengubahdanataupenambahjenisjualantanpaizinDireksi;

c. Mengadakan peyambungan aliran listrik,gas.air,dan atau telepon

tanpaizinDireksi.

(2)Pemohon izin sebagaimana dimaksud ayat(1)pasalinidiajukan kepada

DireksimelaluKepalaUnitPasar;

(3)Direksiwajib mengeluarkanjawaban tertulisataspermohonan sebagaimana

dimaksud ayat(2) pasaliniselambat-lambatnya 10(sepuluh) harisejak

diterimanyapermohonandimaksuddanbilatenggangwaktudimaksudtelah

habisdan Direksitidak mengeluarkan jawaban maka permohonan tersebut

dinyatakanditerima.

Pasal14

Pemakaitempatberjualan/usahadiwajibkan:

a. Menjagakeamanan,ketertiban,dankebersihan;

b. Menempatkan barang dagangan dan inventaris milik pemakai tempat

berjualan/usahadenganteratursehinggatidakmengganggulalulintasorang

danbarang/kendaraan;

c. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan

terjadinyakebakaran;

d. Mentaatijam bukadanjam tutuppasar;

e. Menyiapkan tempatsampah dan atau membuang sampah pada container

sampahPasar;

f. Menaatiketentuan SuratIzin TempatBerjualan/usaha dan ketentuan lain



yangditetapkanolehDireksi.

BABVII

PEMBINAANPEDAGANG

Pasal15

Direksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat

berjualan/usahadanpedagangekonomilemah/kakilimadilingkunganpasardan

kawasanpasar.

BABVIII

SANKSIADMINISTRASI

Pasal16

(1)Pemekaitempat berjualan/usaha yang melakukan pelanggaran terhadap

ketetuansebagaimanadmaksudPasal12-13,danatauPasal14danatautidak

mebayarjenispungutansebagaimanadimaksudPasal7PeraturanDaerahini,

selama3(tiga)bulanberturut-turutdapatdikenakansanksiberupapenyegelan

sesuaiketentuanyangberlaku;

(2)Selain sanksisebagaimana dimaksud ayat (1) pasalini.Direksidapat

melakukanpencabutan izin pemakaian tempat berjualan/usaha untuk

selanjutnyadiambilaliholehDireksi.

BABIX

PENGAWASAN

Pasal17

Pengawasanterhadappelaksanaanketentuan-ketentuandalam PeraturanDaerah

iniditetapkanolehDireksisesuaiketentuanperaturanperundang-undanganyang

berlaku



BABX

KETENTUANPIDANA

Pasal18

(1)Pelanggan atas Peraturan Daerah inidiancam dengan hukuman kurungan

selama-lamanya6(enam)bulanataudendasebanyak-banyaknyaRp.5.000.000,

-(limajutarupiah);

(2)Dendasebagaimanadimaksudayat(1)Pasalinidisetorseluruhnyaakekas

daerah

(3)Selain sanksisebagaimana dimaksud ayat(1)Pasalini,pelanggaran atas

PeraturanDaerahinidapatdijatuhkansanksiadministrasisesuaiketentuan

peraturanperundang-undanganyangberlaku.

(4)Penyidiksebagaimanadalam ayat(1)Pasalinimemberitahukandimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepada peruntutumum

melaluipenyidik PejabatPolisiNegara Repubrik lndonesia.sesuaidengan

ketentuayangdiaturdalam Undang-undangHukum Acarapidanayangberlaku.

BABXI

KETENTUANPENYIDIKAN

(1)PejabatPegawaiNegeriSipiltertentudilingkunganPemerintahDaerahdiberi

wewenangkhusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidikantindakpidana

di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud

dalamUndang-undangHukum AcaraPidanayangberlaku.

(2)Wewenangpenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat(1)Pasaliniadalah:

a. Menerima,mencari,mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar

keteranganataulaporantersebutmenjadilengkapdanjelas;

b. Meneliti,mencari,danmengumpulkan,keteranganmengenaiorangpribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan



dengantindakPidanaperpajakanDaerahdanRetribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan buktidariorang pribadiatau badan

sehubungandengantindakPidanadibidangRetribusiDaerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaandengantindakpidanadibidangperpajakanDaerahdanRetribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk memanfaatkan bahan bukti

pembukuanpencatatan,dan dokumen-dokumen lain serta melakukan

penyitaanterhadapbahanbuktitersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikantindakPidanadibidangRetribusiDaerah;

g. Menyuruhberhentidanataumelarangseseorangmeninggalkanruangan

atautempatpadasaatpemeriksaansedangberlangsungdanmemeriksa

identitasorangdanataudokumenyangdibawasebagaimanapadahurufe;

h. MemotretseseorangyangberkaitandengantindakpidanaRetribusiDaerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagaiTersangkaatauSaksi:

j. MenghentikanPenyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untukkelancaran penyidikan

tindakpidanadibidangPengurusanpasaratauRetribusiDaerahmenurut

Hukum yangdapatdipertanggungjawabkan.

PeraturanDaerahinimulaiberlakusejektanggaldiundangkan.Agarsetiaporang

dapatmengetahuinya.memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidengan

penempatanyadalarnLembaranDaerahKotaMakassar.

BABXIII



KETENTUANPERALIHAN

Pasal20

DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,maka:

- Pasal-pasalyangmengaturpengelolaan/pengurusanpasarsebagaimanadiatur

dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung pandang

(KotaMakassar)Nomor8 Tahun 1996 tentang RetribusiPasardan pusat

perbelanjaanDalam KotamadyaDaerahTingkatIIujungpandangdinyatakan

tidakberlaku.

- Pasal-pasal yang mengatur retribusi pasar sebagaimana diatur dalam

peraturanDaerahKotamadyaDaerahtingkatIIujungpandang(KotaMakassar)

Nomor8Tahun1996tentangRetribusipasardanpusatperberlanjaanDalam

KotamadyaDaerah tingkatIIujung pandang dinyatakan tidakberlaku sejak

tanggal1Januari2005.

BABXIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Hal-halyang belum diaturdalam peraturan Daerah inisepanjang mengenai

pelaksanaanyaakanditetapkanolehWalikota.

DitetapkandiMakassar

PadaTanggal,31Agustus2004

WALIKOTAMAKASSAR

H.ILHAM ARIEFSIRAJUDDIN

DiundangkandiMakassar

Padatanggal,02September2004



SEKRETARISDAERAHKOTA,

DRS.H.SUPOMOGUNTUR
PemibinaUtamaMuda

NIP:010103877

LembaranDaerahKotaMakassarNomor26Tahun2004SeriDNomori

KEP.PENGURUSANPASAR



WALIKOTAMAKASSAR

KEPUTUSANWALIKOTAMAKASSAR

NOMOR32TAHUN2004

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHKOTAMAKASSARNOMOR12

TAHUN 2004 TENTANG PENGURUSAN PASAR DALAM DAERAH KOTA

MAKASSAR

WALIKOTAMAKASSAR

Menimbang : a. Bahwasehubungan dengan telah diundangkannyaPeraturan

Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang

Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar dalam

LembaranDaerahKotaMakassarNomor26Tahun2004SeriD

NomorI,makauntukefektifnyapelaksanaanPeraturanDaerah

dimaksudperlumenetapkanpetunjukpelaksanaannyadengan

KeputusanWalikotaMakassartentangpetunjukpelaksanaan

Peraturan Daerah Kota MakassarNomor12 Tahun 2004

tentangPengurusanPasarDalam DaerahKotaMakassar.



Mengingat : 1 Undang-undangNomor29Tahun1959tentangPembentukan

Daerah-daerah Tingkat II diSulawesi(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1822);

2. Undang-undang Nomor5 Tahun 1952 tentang perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor10,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia

Nomor:0337);

3. Undang-undangNomor22Tahun1999tentangpemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor60.TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun 1971 tentang

perubahanBatas-betas Daerah Kotamadya Makassar dan

Kabupaten-kabupeten Gow,. Maros, dan Pangkajene dan

KepulauandalamLingkunganDaerahPropinsiSulawesiSelatan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1971Nomor65,

TambahanLembaranNegaraRepubiikIndonesiaNomor2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

perubahanNamaKotaUjungPandangmenjadiKotaMakassar

dalamWilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor193);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999

tentangPembentukanPerusahaanDaerahpasarMakassarRaya

KotaMakassar(LembaranDaerahKotaMakassarNomor18

Tahun 1999 seriD Nomor5)sebagaimana telah diubah

denganPeraturan Daerah Kota MakassarNomor17 Tahun

2002(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 63 Tahun



2002SeriENomor8);

7. Peraturan Daerah Kota MakassarNomor12 Tahun 2004

tentangPengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar

(LembaranDaerahKotaMakassarNomor26Tahun2004Seri

DNomor1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANGPETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMAKASSARNOMOR

12TAHUN2004TENTANGPENGURUSANPASARDALAM DAERAH

KOTAMAKASSAR.

Pasal1

MenunjukDireksiPerusahaanDaerehPasarMakassarRayaKota

MakassarmelaksanakanPeraturanDaerehKotaMakassarNomor

12 Tahun 2004 tentang Pengurusan PasarDalam DaerahKota

MakassardenganterlebihdahulumelakukansosialisasiPeraturan

Daerahdimaksuddanberkoordinasiunitkerjaterkait-

Pagal2

Menugaskan DireksiPerusahaan Daerah PasarMakassarRaya

Kota Makassaruntuk menyusun petunjuk tehnis pelaksanaan

peraturanDaerahdimaksudPasal1denganberkoordinasiunitkerja

terkait

Pasal3

Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.

DitetapkandiMakassar

PadaTanggal,31Agustus2004



WALIKOTAMAKASSAR

H.ILHAM ARIEFSIRAJUDDIN

Tembusan:
1. PimpinanDPRDKotaMakassardiMakassar;
2. KepalaBadanPengawasanKotaMakassardiMakassar;
3. KepalaDinasPendapatanDaerahKotaMakassardiMakassar:
4. KepalaBagianHukum SetdaKotaMakassardiMakassar;
5. BadandanPengawasPD.PasarMakassarRayaKotaMakassardiMakassar;
6. DireksiPD.PasarMakassarRayaKotaMakassardiMakassar
7. Arsip



WALIKOTAMAKASSAR

PERATURANWALIKOTAMAKASSAR

NOMOR1TAHUN2004

TENTANG

PETUNJUKTEHNISPELAKSANAANPERATURANDAERAH

KOTAMAKASSARNOMOR12TAHUN2004TENTANG

PENGURUSANPASARDALAM DAERAHKOTAMAKASSAR

WALIKOTAMAKASSAR

Menimbang : a.bahwa untuk efektitnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

MakassarNomor12Tahun2004tentangpengurusanpasar

Dalam Daerah Kota Makassarmaka dipandang perlu untuk

menetapkan petunjuk tehnis.Peraturan Daerah dimaksud

sebagaipedomandalam pelaksanaannya;

b. bahwasehubungandenganhaltersebutpadahurufadiatas,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang

PetunjukTehnisPelaksanaanperaturanDaerahKotaMakassar

Nomor12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasarDalam

DaerahKotaMakassar.

Mengingat : 1. Undang-undangNomor29Tahun1959tentangpembentukan

Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran

NegaraRepubiiklndonesiaTahun1959Nomor74,Tambahan

NegaraRepubiiklndonesia1822):



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentangperusahaan

Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10 Tambahan(Lembaran Negara Repubik

lndonesiaNomor3037);

3 Undang-undang Nomor 10 Tahun2004 tentang

pembentukanPeraturan perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor53,Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang

pemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun2004Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublik

lndonesiaNomor44117);

5. PeraturanPemerintahNomor51Tahun1971tentangperubahan

Batas-batas DaerahKotamadya Makassardan Kabupaten-

kabupatenGowa,Maros.danPangkajenedanKepulauandalam

LingkunganDaerahPropinsiSulawesiSelatan(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2970);

6. PeraturanPemerintahNomor86Tahun1999tentangPerubahan

Nama Kota Ujung Pandang menjadiKota Makassardalam

WilayahPropinsiSulawesiSelatan(LembaranNegaraRepublik

lndonesiaTahun1999Nomor193);

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 1996

tentangRetribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam

KotamadyaDaerahTingkalllUjungPandang(LembaranDaerah

KotaMakassarNomor6Tahun1996SeriBNomor2):

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999

tentangPembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar

RayaKotaMakassar(LembaranDaerahKolaMakassarNomor



18 Tahun1999 SeriD Nomor5)sebagaimanatelah diubah

denganPeraturan Daerah Kota MakassarNomor17 Tahun

2002(LembaranDaerahKotaMakassarNomor63Tahun2002

SeriEnomor8);

9. PeraruranDaerahKotaMakassarNomor12Tahun2004tentang

Pengurusan PasarDalam Daerah Kota Makassar(Lembaran

DaerahKotaMakassarNomor26Tahun2004SeriDnomor1);

10 KeputusanWalikotaMakassarNomor32Tahun2004tentang

PetunjukPelaksanaanPeraturanDaerahKotaMakassarNomor

12Tahun2004tentangPengurusanpasarDalam DaerahKota

Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURANWLIKOTAMAKASSARTENTANGPETUNJUKTEHNIS

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMAKASSARNOMOR

12TAHUN2004TENTANGPENGURUSANPASARDALAM DAERAH

KOTAMAKASSAR.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturaniniyangdimaksuddengan:

a. DaerahadalahKotaMakassar:

b. PerusahaanDaerah adalahPerusahaan DaerahpasarMakassarRayaKota

Makassar

c. DireksiadalahDireksiPerusahaanDaerahpasarMakassarRayaKotaMakassar;

d. PasaradalahpasaryangdikelolaolehperusahaanDaerahpasarMakassarRaya

KotaMakassar:

e. KepalaunitPasaradministrasiorang/pejabatyangmengepalaisuatuunitpasar

yangdikelolaolehperusahaanDaerahpasarMakassarRayaKotaMakassar:



f. SuratizinTempatberjualan/usahaadalahizinterlulisyangdikeluarkanoleh

DireksiPerusahaanDaerahpasarMakassarRayaKotaMakassardandiberikan

kepadaorangataubadanhukum untukmemanfaatkantempatberjualan/usaha

dipasar;

g. Tempatberjualan/usaha adalah tempatberjualan/usaha yang berada pada

fronttoko.frontkios.toko.kios.lods.hamparan.Pelatarandankawasanpasar

yangdikelolaolehPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotaMakassar;

h. Pemakai tempat berjualan/usaha adalah orang atau badanhukum

yangmempunyaihakpemakaitempatberjualan/usahaberdasarkanSuratlzin

TempatBerjualan/usahayangdikeluarkanolehDireksi;

i. Pemindahan hak adalah memindahkan hak pemanfaatan tempat

berjualan/usaha kepada pihak lain (orang dengan orang lainnya atau

badanhukum denganbadanhukum lainnyaatauorangdenganbadanhukum):

j. Perubahantararuang(layout)ataudesainadalahmengubah/membongkar

baiksebagianataukeseluruhandanataumemperluasdanataurnengubah

peruntukantempatberjualan/usahadanataumengubahinstalasikelengkapan

tempatberjualan(instalasiair/listrik/telepon/gas);

k. TarifJasaadalahtarifjasapelayananPerusahaanDaerahPasarMakassarRaya

KotaMakassar.

l. 100(seratus)meterdarisekililingpasaryangdianggapmenerima/mendapat

keuntunganekonomidarikeberadaan/keramaianpasardimaksud;

m.PelataranPasaradalahbidangtanahyangdapatberupalapangan.halaman,

terasbangunan,araterbukaatausetengahterbukadanlainsebagainyayang

tidaktermasukbangunanpasar,yangterdapatdalam pasar.Dibagianluarpasar

atau dalam wilayah keramaian pasardan pusatperbelanjaan yangdapat

digunakan sebagai tempat transaksi barang dagangan atau pembirian

pelayananjasa;



BABII

KLASIFIKASIPASAR

Pasal2

Pasardalam Daerahdigolongkandalam 4(empat)kelasyaitu:

a. PasarKelas1adalahPasarSentral(MakassarMall).PasarTerong.Pasar

ButungdanPasarKampungBaru;

b. Pasar Kelas ll adalah Pasar Pa'baenq-baeng,Pasar Maricaya, Pasar

Pannampu,PasarDayadanPasarPanakukang.

c. PasarKelasllladalahPasarSambungJawa,PasarParangTambung,Pasar

Kalimbu;

d. PasarKelaslVadalahPasarDaruratdansejenisnya

BABIII

KETENTUANPERIZINAN

BagianPertama

PemakaianTempatBerjualan/Usaha

Pasal3

(1)Setiap pemakaitempatberjualan/usaha wajib memilikiSuratlzin Tempat

Berjualan/usahayangdikeluarkanolehDireksi,yangberlakuselama1(satu)

Tahundandapatdiperpanjangkembali;

(2)Tata cara mengajukan permohonan untuk memperoleh atau

memperpanjangSuratlzinTempalBejualan/usahayaitusebagaiberikut:

a. MengisiformulirpermohonanyangdisediakanolehPerusahaanDaerah:

b. MelampirkanfotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)pemohonyangmasih

berlaku;



c. Melampirkan foto copy bukti pemilikan/penguasaan atas tempat

berjualan/usaha;

d. Melampirkanpasfotoukuran4x6cm sebanyak3lembar.

e. MembayarTarifJasasesuaiketentuanyangberlaku;

f. UntukperpanjanganMelampirkanFotocopybuktipembayaranTarifJasa

SewaTempaiBerjualan/Usaha3(tiga)bulanakhir.

(3)Bentuk dan jenis kertas Surat lzin Tempat Berjualan/usaha dan

FormulirPermohonan Suratlzin TempatBerjualan/Usaha,ditetapkan oleh

Direksi;

(4)Jawaban tertulis atas permohon dimaksud ayat(2)pasaliniditerima oleh

pemohonselambat-lambatnya10(sepuluh)harisejakpermohonantersebut

diterimaolehKepalaUnitPasar.

BagianKedua

PemindahanHakPemakaianTempatBerjualan/Usaha

Pasal4

(1)Setiap pemakai tempat berjualan/usaha dilarang mengalihkan hak,

pemanfaatantempatberjualan/usahakepadapihaklaintanpaizinDireksi;

(2)Tatacaramemperolehlzindimaksudayat(1)pasaliniyaitusebagaiberikut:

a. Pihakyangmengalihkanhakdanpihakpenerimahakpemanfaatantempat

barjualan/usaha mengisiformulirpermohonan yang disediakan oleh

PerusahaanDaerah;

b. Melampirkan foto copyKartu Tanda Penduduk (KTP)para pemohon

dimaksudhrurfaayat(2)pasaliniyangmasihberlaku.

c. Melampirkan foto copy buktipemilikan / penguasaan atas tempat

berjualan/usaha;

d. Melampirkanpasfotopenerimahakpemanfaatantempatberjualan/usaha

ukuran4X6cm sebanyak3lembar.

e. Melampirkan foto copy bukti pelunasan Tarif Jasa Sewa

TempalBerjualan/usaha3(tiga)bulanterakhir;



f. MembayarTarifJasasesuaiketentuanyangberlaku.

(3)BentukdanjeniskertasformulirPermohonandimaksudhurufaayat(2)pasalini.

ditetapkanolehDireksi;

(4)Jawaban tertulis atas permohon dimaksud huruf a ayat (2) pasalini

diterimaoleh pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak

permohonantersebutditerimaolehKepalaUnitPasar

BagianKetiga

PerubahanTataRuangTempatBerjualan/Usaha

DanAtauJenisJualan

Pasal5

(1)Setiappemakaitempatberjualan/usahadilarangmengubahtataruangtempat

berjualan/usahadanataujenistanpaizinDireksi;

(2)Tatacaramemperolehizinuntukmengubahtataruangtempatberjualan/usaha

danataujenisjualanyaitusebagaiberikut:

a. MengisiformulirpermohonanyangdisediakanolehperusahaanDaerah;

b. MelampirkanfotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)pemohonyangmasih

berlaku;

c. Melampirkan foto copySuratIzin Tempatberjualan/usahayang masih

berlaku;

d. Melampirkan foto copybuktipelunasan pembayaran TarifJasa Sewa

TempatBerjualan/Usaha3(tiga)bulanterakhir;

e. MembayarTarifJasasesuaiketentuanyangberlaku.

(3)BentukdanjeniskertasSuratlzinMengubahdanFormulirPermohonanSurat

izinMengubahdimaksudayat(2)pasaliniditetapkanolehDireksi;

(4)Jawabantertulisataspemohonlzindimaksudhurufaayat(2)pasaliniditerima

oleh pemohon selambat-lambatnya10(sepuluh) hari setelah permohonan

tersebutditerimaolehKepalaUnitPasar.

BagianKeempat



KetentuanBongkarMuat

Pasal6

(1)Kegialan bongkarmuathanya dapatdilakukan pada tempattertentu yang

ditetapkanolehKepalaUnitPasar;

(2)Tatacaramemperolehizindimaksudayat(1)pasaliniyaitusebagaiberikut:

a. MengisiformulirpermohonanyangdisediakanolehPerusahaanDaerah;

b. MelampirkanfotocopyKartuTandaPenduduk(KTP)pemohonyangmasih

berlaku;

c. MembayarTarifJasasesuaiketentuanyangberlaku.

(3)Tempatbongkarmuatdimaksudayat(1)pasaliniditetapkanolehKepalaUnit

PasarataspersetujuanDireksi;

(4)BentukdanjeniskertasSuratIzindimaksudayat(2)pasalini,ditetapkanoelh

Direksi;

(5)JawabantertulisataspermohonIzindimaksudayat(1)pasalini,diterimaoleh

pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak permohonan tersebut

diterimaolehKepalaUnitPasar.

Pasal7
(1)PenggunaanpelatarandarikawasanpasaratasizinDireksi;

(2)Penggunaan dimaksud ayat(1) pasaliniadalah untuk kegiatan yang

mendukungkegiatanpasar,berupa:

a. Pemasanglklan;

b. Kegiatanbongkarmuat;

c. Kegiatanparkir,

d. Kegiatanpedaganginformasi(PK-5)

(3)Pemasanganiklandankegiatanparkirdimaksudayat(2)pasalinidiaturdengan

KeputusanDireksi;

BABV

PENYEGELANDANPEGAMBILALIHAN

TEMPATBERJUALAN/USAHA



BagianPertama

Penyegelan

Pasal8

(1)Bagipemakaitempatberjualan/usaha yang tidak membayar/menunggak

pembayaransewatempatberjualan/usahaselama3(tiga)bulanberturut-turut

makaDireksiberhakmelakukanpenyegelantempatberjualan/usahadimaksud;

(2)Tatacarapenyegelandimaksudayat(1)pasaliniadalahsebagaiberikut:

a. Sebelum penyegelan Direksimemberi/menyampaikan peringatan terlulis

kepadapenunggaksewatempatberjulana.usahasebanyak3(tiga)kali

berturut-turutdengantenggangwaktumasing-masing10(sepuluh)hari;

b. Bilapenunggaksewatidakmelunasisewatempatberjualan/usahayang

tertunggakdantenggangwaktuperingatantertulisketigadimaksudhurufa

ayat(2) pasalinitelah habis,maka Kepala UnitPasarmelakukan

penyegelanatastempatberjualan/usahadimaksud;

c. Tempatberjualan/usahayangdisegelsebagaimanadimaksudhurufbayat

(2)pasalini,dapatdigunakankembalibilasewatempatyangtertunggak

telahdibayarlunas.

BagianKedua

Pengambilalihan

Pasal9

(1)Bagipemakaitempatberjualan/usaha yang tidak membayar/menunggak

pembayaransewatempatberjualan/usahanyaselama6(enma)bulanberturut-

turut,makaDireksiberhakmelakukanpengambilalihantempatberjualan/usaha

dimaksud;

(2)Tatacarapenyegelandimaksudayat(1)pasaliniadalahsebagaiberikut:

a. Sebelum penyegelan Direksimemberi/menyampaikan peringatan terlulis

kepadapenunggaksewatempatberjulana.usahasebanyak3(tiga)kali

berturut-turutdengantenggangwaktumasing-masing10(sepuluh)hari;

b. Bilapenunggaksewatidakmelunasisewatempatberjualan/usahayang



tertunggakdantenggangwaktuperingatantertulisketigadimaksudhurufa

ayat(2) pasalinitelah habis,maka Kepala UnitPasarmelakukan

penyegelanatastempatberjualan/usahadimaksud;

c. Tempatberjualan/usahayangdisegelsebagaimanadimaksudhurufbayat

(2)pasalini,dapatdigunakankembalibilasewatempatyangtertunggak

telahdibayarlunas.

BABVI

KETENTUANLAIN

Pasal10

Penggunapasardanpemakaitempatberjualan/usahawajibmematuhiketentuan

larangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota

MakassarNomor12Tahun2004.

Pasal11

DenganberlakunyaPeraturanini,makaketentuanterdahuluyangbertentangan

denganperaturaninidinyatakantidakberlaku.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal12

Peraturaninimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangdapatmengetahuinyamemerintahkanpengundanganperaturan

inidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaMakassar.

DitetapkandiMakassar

PadaTanggal,31Agustus2004

WALIKOTAMAKASSAR

H.ILHAM ARIEFSIRAJUDDIN

DiundangkandiMakassar

Padatanggal,02September2004



SEKRETARISDAERAHKOTA,

DRS.H.SUPOMOGUNTUR
PemibinaUtamaMuda

NIP:010103877

BeritaDaerahKotaMakassarNomor1Tahun2004SeriENomor1



LEMBARANDAERAH

KOTAMAKASSAR
NOMOR18TAHUN1999SERIDNOMOR5

PERATURANDAERAH

KOTAMAKASSAR
NOMOR4TAHUN1999

T
E
N
T
A
N
G

PEMBENTUKANPERUSAHAANDAERAH
PASARMAKASSARRAYAKOTAMADYA
DAERAHTINGKATIIUJUNGPANDANG



PERATURANDAERAHKOTAMADYADAERAH

TINGKATIIUJUNGPANDANG

NOMOR:4TAHUN1999

TENTANG

PEMBENTUKANPERUSAHAANDAERAHPASARMAKASSAR

KOTAMADYADAERAHTINGKATIIUJUNGPANDANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAMADYAKEPALADAERAHTINGKATII

UJUNGPANDANG

Menimbang : a. Bahwa pengelolaan pasar-pasardalam Kotamadya Daerah

TingkatIIUjung Pandang yang selama inidilaksanakanoleh

DinasPengelolaanPasarKotamadyaDaerahTingkatIIUjung

Pandang,makasesuaidenganperkembangaUjungPandang

sebagaiKotaMetropolitanakanlebihbaikdanberdayaguna

sertaberhasilgunajikasebagianpengelolaannyaditanganioleh

PerusahaanDaerah;

b. Bahwa Perusahaan Daerah Pasar sangat

dibutuhkankeberadaannya di wilayah Kotamadya Daerah

TingkatIIUjungPandangdalam menunjangpenyelenggaraan

otonomiDaerah serta penyelenggaraan kemanfaatanumum

dengan berpegang pada efesiensidan efektifitas sehingga

perludibentukPerusahaanDaerahPasarMakassarRayayang



telah mendapat persetujuan prinsipMenteriDalam Negeri

dengansuratnomor061/2349/SJtanggal06Agustus1997;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perlu

ditetapkandenganPeraturanDaerahKotamadyaDaerahTingkal

IIUjungPandangtentangPendirianPerusahaanDaerahPasar

MakassarRayaKotamadyaDaerahTingkalIIUjungPandang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor29Tahun 1959 tentaagPembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 74. Tambahan

Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1822) jo.

PeraturanpemerintahNomor51Tahun1971tentangPerubahan

Batas-batas DaerahKotamadya Makassar dan Kabupaten-

kabupatenGowa,MarosdanPangkajenedanKepulauanDalam

lingkunganDaerah Propinsi

SulawesiSelatan(LembaranNegaraRepublik indonesia Tahun

1971 Nomor 65, TambahanLembaran Negara Republik

lndonesiaNomor2970);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 perusahaan

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1962Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor3037);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-

pokokPemerintahan di Daerah (Lembaran NegaraRepubiik

lndonesiaTahun1974Nomor38,TambahanNegaraRepublik

IndonesiaNomor3037);

4. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok pengelolaan Lingkunganhidup(Lembaran

NegaraNegaraIndonesiaTahun1982lndonesiaNomor3215.

5. PeraturanPemerintahNomoi5Tahun1975tentangPengurusan,



Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1975Nomor5);

6. PeraturanPemerintahNomor6Tahun1988tentangKoordinasi

Kegiatan Instansi vertikal di

Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun1988Nomor

10,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3373);

7. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor1Tahun1984tentang

TatacaraPembinaandanPengawasanPerusahaanDaerahdi

lingkunganPemerintahDaerah;

8. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor4Tahun1990tentang

TataCaraKerjasamaantaraPerusahaanDaerahdenganpihak

ketiga;

9. KeputusanMenteriDalam NegeriNomor84Tahun1993tentang

BentukPeraturanDaerahdanPeraturanPerubahan.

10.Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 1995 tentang Struktur

organisasidanTataKerjaDinasPengelolaanPasar.

DenganpersetujuanDewanPerwakilanRakyatDaerahKotamadyaDaerahTingkatII

UjungPandang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAHTINGKAT IIUJUNG

PANDANGTENTANGPEMBANTUKANDAERAHPASARMAKASSAR

RAYAKOTAMADYADAERAHTINGKATIIUJUNGPANDANG.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:



a. DaerahadalahKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang;

b. PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerah

KotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang;

c. KepalaDaerahadalahWalikotamadyaKepalaDaerahTingkatIIUjungPandang;

d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya

KotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang;

e. DireksiadalahDireksiPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotamadya

DaerahTingkatIIUjungPandang;

f. BadanPengawasadalahBadanPengawasPerusahaanDaerahPasarMakassar

RayaKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang;

g. PegawaiadalahPegawaiPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotamadya

Daerah TingkatIIUjung Pandang dan PegawaiNegeriSipillainnya yang

diperbantukanpadaPerusahaanDaerah.

BABII

PENDIRIANDANKEDUDUKANHUKUM

Pasal2

DinasPengelolaanPasarKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandangyangdi

bentukdenganPeraturanDaerahKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang

Pandangnomor11Tahun1995tentangPembentukanSusunanOrganisasidan

TataKerjaDinasPengelolaanPasarKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang

(LembaranDaerahKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandangNomor13Tahun

1995SeriDNomor8)diserahkansebagianassetnyamenjadiPerusahanDaerah

sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disebut

Perusahaan Daerah PasarMakassarRaya kotamadya Daerah TingkatIIUjung

Pandang.

Pasal3
(1)Perusahaan Daerah iniadalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan

usahanyaberdasarkanPeraturanDaerahini;



(2)Dengantidakmengurangiketentuandimaksudayat(1)pasalini,makaterhadap

PeraturanDaerahiniberlakusegalaketentuanHukum yangberlakudiIndonesia.

BABIII

NAMATEMPATKEDUDUKAN,TUJUAN

DANLAPANGANUSAHA

Pasal4

(1)Perusahaan Daerah inididirikan dengan nama,Perusahaan Daerah Pasar

MakassarRaya

(2)PerusahaanDaerahiniberkedudukandalam wilayahDaerah;

(3)Perusahaan Daerah ini dapat membuka Kantor Pembantu

berdasarkankebutuhan

Pasal5

TujuanPerusahaanDaerahiniadalah:

a. Mewujudkandan nneningkatkan pelayanan umum kepada masyarakatdalam

upayamemenuhikebutuhanjasasaranadanprasaranasertafasilitaspenunjang

lainnyadibidangPasar;

b. Sebagai salah satu sumber Perdapatan Asli Daerah dalam rangka

pengembangandanpembangunanDaerah.

Pasal6

Untuk mencapaitujuan dimaksud Pasal5,Perusahaan Daerah inibergerak

lapanganusaha/pelayananumum dibidangPasar.

Pasal7

Dalam rangkamengembangkanlapanganusahanya,dapatmelakukankerjasama

dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan inisetelah mendapat

persetujuan dariKepala Daerah sesuaidengan ketentuan Perundang-undangan

yangberlaku.



BABIV

MODAL

Pasal8

(1)ModaldasarPerusahaanDaerahiniyangdinilaisebesarRp.69.115.114.000,-

(Enam puluhsembilanmilyarseratuslimabelasjutaseratuempatbelasribu

rupiah);

(2)Modaltersebutpada ayat(1)Pasalinibersumberdarinilaiassetyang

berbentuktanahdanbangunanyangsedangdipergunakanmaupundalam

pengelolaanyangseluruhnyapadasaatpendirianPerusahaanDaerahinimasih

berada dibawah Penguasaan, Tanggungjawab dan Pengawasan Dinas

Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat IIUjung Pandang untuk

selanjutnyaakanmenjadimilikPerusahaanDaerahinisesuaidenganketentuan

PeraturanPerundang-undanganyangberlaku;

(3)Penambahan modalperusahaan daerah iniditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

BABV

PENGUASAANDANCARAMENGURUS/STRUKTURORGANISASI

Pasal9

(1)Perusahaan Daerah di pimpin oieh Direksi yang terdiri dari seorang

DirekturUtamadan2(dua)orangDirektur;

(2)AnggotaDireksiadalahWargaNegaraIndonesiadiberhentikanolehkepala

DaerahatasusulBadanPengawas;

(3)DireksibertanggungjawabkepadakepalaDaerahmelaluiBadanPengawas;

(4)Pengangkatdimaksudayat(2)pasalini,dilakukanuntukjangkawaktuselama4

(empat)tahundansetelahwaktuberakhir,AnggotaDireksiyangbersangkutan

dapatdiangkatkembalisesuaidenganperaturanPerundang-undanganyang



berlaku;

Pasal10

Direksiberhentiatau dapatdiberhentikan oleh Kepala Daerahmasa jabatannya

belum berakhirkarena:

a. MeninggalDunia;

b. Ataspermintaansendiri;

c. BerakhirnyamasajabatansebagaianggotaDireksisebagaimanamksudPasal9

ayat(4)PeraturanDaerahini;

d. Sakitterusmenerusyangtidakmemungkinkanmelakukantugaspekerjaan

denganbaik;

e. PerbuatanyangmerugikanPerusahaanDaerah;

f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan kepentingan Daerahmaupun

kepentinganNegara.

Pemberhentiankarena alasan tersebutpada ayat(1)hurufe dan fpasalini,

dilakukantidakdenganhormatjikamerupakansuatupelanggaranTindakPidana

yangtelahmempunyaikekuatanhukum yangtetap;

Jikapemberhentiankarenaalasanpadaayat(1)hurufedanfpasalini,maka

AnggotaDireksiyangbersangkutandiberikesempatanuntukmembeladiriyang

harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu)bulan setelah AnggotaDireksiyang

bersangkutan diberitahukan tentangniatakan pemberhentian itu oleh Kepala

Daerah;

SelamapersoalanmengenaipemberhentianAnggotaDireksitersebutpadaayat(3)

pasalinibelum adakeputusan,makapemberhentianitumenjadibataldanAnggota

Direksiyang bersangkutan dapatsegera menjalankan jabatannya lagikecuali

bilamana untuk keputusanpemberhentian tersebut diperlukan Keputusan



Pengadilan Negeridandalam haldemikian harus diberitahukan kepada yang

bersangkutan.

Pasal11

(1)AntarasesamaAnggotaDireksitidakdiperbolehkanadanyahubungankeluarga

sampaiderajat ketigabaik menurut garis lurus maupun gariskesamping,

termasukmenantu,ipar(hubungansemendalainnya);

(2)Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata

masukhubungan keluarga dengan seorang Anggota Direksi

sebagaimanadimaksud ayat (1) pasal ini,maka Anggota Direksi yang

bersangkutantidak boleh terus memangku jabatannya kecualidengan izin

KepalaDaerah;

(3)AnggotaDireksitidakbolehmempunyaikepentinganpribadilangsungatau

tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusahadalam

lapanganyangbertujuanmencarilaba;

(4)AnggotaDireksitidakbolehmerangkapjabatanlain.

Pasal12

(1)DirekturUtamamewakiliPerusahaanDaerahdidalam dandiluarpengadilan;

(2)DirekturUtamadapatmenyerahkankekuasaanmewakilitersebutpadaayat-(1)

pasalinikepadasalahseorangAnggotaDireksiyangkhususditunjukituatau

kepada seoran/beberapa orang PegawaiPerusahaan baik sendiri-sendiri

maupunbersama-sama atau kepadaorang/badan lain dengan persetujuan

KepalaDaerah.

Pasal13

(1) Direksimelaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah

menurutkebijaksanaanyangtelahditetapkanBadanPengawassesuaidengan

kebijaksanaanUmum pemerintahDaerahTingkatIIUjungPandang;



(2)TatatertibdancaramenjalankanPerusahaanDaerahdiaturdalamditetapkan

olehDireksidenganpersetujuanBadanPengawas;

Pasal14

(1)Direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah untuk

melakukanhal-halyangtersebutdibawahini:

a. Mengadakanperjanjiankerjasamadenganpihakketiga;

b. Meminjam uangatasnamaPerusahaanDaerahdanmengadakanperjanjian

hutang;

c. MengikatPerusahaanDaerahsebagaipeminjam;

d. Memperolehdanmemindahtangankanbarang-barangtidakbergerakatas

namaPerusahaanDaerah;

(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan oleh

PemerintahDaerah,terkecualiyangbersitattehnisoperasional,atasprsetujuan

KepalaDaerah;

(3)Apabila DirekturUtama berhalangan,maka tugasnya dilakukan oleh salah

seorangAnggotaDireksiyangtertuadalam jabatannya.

Pasal15

Susunan Organisasidan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah sesuaidengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BABVI

BADANPENGAWAS

Pasal16

Syarat-syaratAnggotaBadanPengawas:

a. BadanPengawasadalahWargaNegaralndonesia;

Anggota Badan Pengawas memilikikeahlian serta mempunyaiakhlak dan

moralyangbaik;



b. AnggotaBadanPengawasbertempattinggaiditempatkedudukanPerusahaan

Daerah,

c. AnggotaBadanPengawasterdiridariorang-orangyarrgtidakpernahkegiatan

yangmerugikankepentinganNegaradanatautindakan-tindakan yangtercela

lainnya;

d. AntarasesamaAnggotaBadanPengawasdanantaraAnggotaBadananggota

Direksitidakdiperbolebkanadanyahubungankeluargasampaiderajatketiga,

baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu,ipar

(hubungankeluargasemendalainnya);

e. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga

sebagaimanahurufe,makauntukmelanjutkanjabatannyadiperlukantertulis

dariKepalaDaerahsetelahmendengarpertimbanganpejabatyangberwenang;

f. Anggota masyarakat tertentu dapat diangkat menjadi Anggota Badan

Pengawassepanjangmemenuhisyarat.

Pasal17

(1)AnggotaBadanpengawasterdiriatassebanyak-banyaknya5(lima)orangdan

sekurang-kurangnya3(tiga)orang;

(2)KepalaDaerahmenjabatKetuamerangkapAnggotaBadanPengawassecaraEx

-officio;

(3)AnggotaBadanPengawasdiangkatolehKepalaDaerahuntukmasajabatan

maksimum 3(tiga)tahun;

(4)Sebelum dikeluarkanSuratKeputusanKepalaDaerahtentangPengangkatan

AnggotaBadanPengawas,terlebihdahalumendapatkanpersetujuanprinsip

daripejabatyangberwenang;

(5)Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan

pengawas disampaikan oleh Kepala Daerah secara lengkap kepadaatasan

dengan instansi atasan dengan lampirkan keterangan anggota Badan

Pengawasyangbersangkutanberupa:

a. RiwayatHiduplengkapyangmemuatpendidikandanpengalamankerja;



b. SuratPeryataanKepalaDaerahyangmenyatakanbahwaantaraAnggota

calonBadanPengawasyangdiusulkantidakmempunyaihubungankeluarga

sampaiderajatketigabaikmenurutgarisvertikalgarishorisontal,termasuk

menantudaniparhubungansemendalainnya);

c. Pendapat,saran-sarandanpertimbanganlainnyaatascalon-calonyang

diusulkan;

d. Suratpernyataankesedisanmenjadicalon;

e. PasPhotoukuran4x6cm.

(6)Kepala Daerah yang menjabat Ketua merangkap Anggota Badanwas

dikecual.ikandariketentuanayat(4)danayat(5)pasalini;

(7)Permohonan Persetujuan prinsip sebagaimana tersebutdalam ayat(5)ini

disampaikanolehKepalaDaerahselambat-lambatnya3(tiga)bulansebelum

masajabatanAnggotaBadanPengawasyanglamaberakhir;

(8)Instansiatasanmemberikanpertimbangantentangdapatatautidakdiangakat

calonAnggotaBadanPengawasyangdiusulkanAnggotaBadanPengawas;

(9)Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa,yang besarnya

ditetapkanolehKepalaDaerahdandibebankankepadaPerusahaan

Pasal18

(1)AnggotaBadanPengawasdibirhentikanataudapatdiberhentikanolehKepala

Daerahmeskipunmasajabatannyabelum berakhirkarena:

a. Meninggaldunia.

b. Permintaansendiri.

c. MelakukansesuatuataubersikapmerugikanPerusahaanDaerahsesuatu

halyangmengakibatkaniadapatmelaksanakantugasnyasecarawajar.

d. Pemberhentiantermaksud padahurufcdand dilakukandenganSurat

KeputusanKepalaDaerah.

e. Khususdalam haldidugaterdapattuduhantersebutdalam ayat(1)hurufc

pasalini.AnggotaBadanPengawasyangbersangkutandiberhentikanuntuk

sementaradaritugasnyaolehKepalaDaerah;



f. PemberhentiansementaraitudiberitahukansecaratertuliskepadaBadan

Pengawas yang bersangkutan,Direksidan AnggotaPengawas lainnya

disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian semetara

tersebut;

g. Dalam halterjadipemberhentiansementarasebagaimanatersebutpada

ayat(3)pasalinidilakukanhal-halsebagaibenkut:

a. AnggotaBadanPengawasyangbersangkutandiberikesempatanuntuk

membeladiridalam masasidangyangkhususdiadakanuntukdalam

waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas

tersebutdiberitahukan tentang pemberhentian sementaranya, jika

AnggotaBadan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir

dalamparsidangantersebut,yangbersangkutandianggapmenerima

apapunyangtelahdiputuskan.

b. Dalam sidang diputuskan apakah Anggota Badan pengawas

yangbersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan

apakahpemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera

menyampaikankeputusannyasecaratertuliskepadaKepalaDaerah.

c. Selambat-lambatnya1(satu)bulansejakditerimanyakeputusansidang

tersebut dalam huruf b ayat ini,Kepala Daerah mengeluarkan

KeputusandanmenyampaikansecaratertuliskepadaAnggotaBadan

Pengawasyangbersangkutan,DireksidanAnggotaBadanPengawas

lainnya.

Dalam halmenyampaikanSuratKeputusantidakmenjadibataldemi

hukum.

d. Etilangter.iebutpadaayat(4)pasalinitidakdiadakandalam waicuI(fu)

bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukansdambat-

lambatnya I(satu)bukin sejak diterimanya keputusansihngiersebut

dalam hurufbayatini,KepilaDaeratrmeigeiuarkantKaunmnnyadarr

menyampaikansecaraternrliskepadaanggota-



h. Jikasidangtersebutpadaayat(4)pasalinitidakdiadakandalam waktu1

(satu)bulansetelahpemberhentiansemenataritudiberitahukanketentuan

menurutketentuanayat(3)pasalini,makausulpemberhentiandalam ayat

(4) pasalinidan keputusan sementara oleh Kepala Daerah yang

bersangkutanmenjadibataldemihukum.

i. JikaKeputusanKepalaDaerahpadaayat(a)hurufcpasalini,tidakdisetujui

oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutanyang bersangkutan

dapat mengajukan permohonan bandingtertulis kepada pejabat yang

berwenang dengan disertaialasandalamwaktu 2 (dua)minggu setelah

pemberhentiantentangtermasukditerimanya;

j. Apabilalnstansiatasantidakmengambilkeputusanterhadappermohonan

bandingtersebutdalam waktuyangditetapkandalamayat(4)hurufcpasal

ini,makaKeputusan Kepala Daerah tersebutberlaku dengan sendirinya

sehinggapermohonanbandingyangbersangkutandianggaptidakditerima.

BABVII

TANGGUNGJAWABDANTUNTUTAN

GANTIRUGI

Pasal19

(1)Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi

dalamkedudukanselakudemikianyangtidakdibebanitugaspenyimpananuang,

surat-suratberharga dan barang-barang persediaan,yang karengtindakan

melawanhukum ataukarenamelalaikankewajibandantugasyangdibebankan

kepada mereka dengan langsung atau tidak langsungmenimbulkan telah

menimbulkankerugian bagi Perusahaan Daerah Pasar Makassar

Raya,diwajibkanmenggantikerugiantersebut.

(2)Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan gantirugiterhadap PegawaiDaerah

berlakusepenuhnyaterhadapPegawaiPerusahaanDaerah;

(3)Semua Pegawai Perusahaan Daerah dibebani tugas penyimpanan



pembayaranataupenyerahanuangdansurat-suratberhargamilikPerusahaan

Daerahdanbarang-barangpersediaanmilikPerusahaanDaerahyangdisimpan

didalam gudangdanatautempatpenyimpananyangkhususdansemata-mata

digunakan untuk keperluandiwajibkan memberikan pertanggungjawaban

tentangpelaksanaantugasnyakepadabadanyangditunjukolehKepalaDaerah;

(4)Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini perlu mengirimkan

pertanggungjawaban mengenaicaramengurusnyakepadabadan dimaksud

ayat(3)pasalini;

(5) Semua surat buktidan surat lain yang termasuk kategoritata buku

danadministrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan

Daerahdan atau pada tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah,kecuali

pemindahan sementarasesuaimaksud ayat(3)Pasalinidemikepentingan

hukum pemeriksaan/penelitian;

(6)Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajakdan

controlAkuntanpadaumumnyasuratbuktidansuratlainnyadimaksudayat(5)

pasaliniuntuksementaradapatdipindahkankeNegara;

(7)Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dariketentuan

mengenaitatacaratuntutangantirugiyangberlakubagiPegawaiDaerahdan

Pegawaidimaksudpadaayat(3)pasaliniyangdisesuaikandenganstruktur

organisasiPerusahaanDaerahitusendiri.

BABVIII

TAHUNBUKU

Pasal20

TahunBukuPerusahaanDaerahadalahTahunTakwin.

BABIX

ANGGARANPERUSAHAAN

Pasal21



-selambat-lambatnya3(tiga)bulansebelum tehunbukuberjalanmakaolehDireksi

dikirimkan anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakanpersetujuan Kepala

Daerah setelah mendapatpertimbangan Badanpemerintah Daerah bertanggung

jawabataskerugianYangdideritaanakketigaapabilakerugiantersebutsesuai

denganperhitunganrugi/labayangtelahdisahkanobhAkuntanNegara/Publik.

BABXVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal28

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,sepanjang mengenai

pelaksanaannya,akandiaturdenganKeputusanKepalaDaerah.

Pasal29

BerlakunyaPeraturanDaerahini,makasemuaketentuanyangditandatangandan

atautidaksesuaidenganPeraturanDaerahinidinyatakanberlakulagi.

Pasal30

Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.Setiap orang

mengetahui, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan

menempatkannyadalam LembaranDaerahKotamadyaTingkatIIUjungPandang.

DitetapkandiUjungPandang
PadaTanggal:8Juii1999

AN.PERWAKILANRAKYATDAERAH WALIKOTAMADYA

KOTAMADYADAERAHTINGKATII KEPALADAERAHTINGKATII

UJUNGPANDANG UJUNGPANDANG

KETUA

ttd ttd

Drs.H.BURHANUDDINALI H.B.AMIRUDDINMAULA



Pengawas;

Perubahan Anggaran yang terjadidalam tahun buku yang bersangkutan harus

mendapatpersetujuan Kepala Daerah setelah mendapatpertimbangan Badan

Pengawas.

BABX

LAPORANPERHITUNGANHASILUSAHA

BERKALADANKEGIATANPERUSAHAAN

Pasal22

LaporanperhitunganhasilusahadankegiatanPerusahaanDaerahdisampaikan

oleh DireksikepadaKepalaDaerah setiap 3 (tiga)bulan dengan lisan kepada

AnggotaBadanPengawas.

BABXI

LAPORANPERHITUNGANTAHUNAN

Pasal23

(1)UntuksetiaptahunbukuolehDireksidikirimkanperhitungantahunanterdiridari

NeracadanperhitunganrugilabakepadaBadanPengawasselambat-lambatnya

3(tiga)bulansesudahtahunbuku;

(2)Carapenilaianposdalam perhitungantahunanharusdisebutkan;

(3)dalam waktu1(satu)bulansetelahwaktuyangtersebutpadaayat(1)pasalini

olehBadanPengawastidakdiajukankeberatantertulis,perhitungantahunanini

dianggaptelahdisahkan;

(4)PerhitunganTahunandimaksudpadaayat(1)pasalinidisahkanolehBadan



Pengawas dan pengesahan tersebut memberikebebasan kepadaDireksi

terhadapsegalasesuatutermuatdalam perhitungantahunantersebut.

BABXII

PENETAPANDANPENGGUNAANLABASERTA

PEMBERIANJASAPRODUKSI

Pasal24

Dengandiam danataurahasiatidakbolehdiadakan;

1) Penggunaanlababersih,setelahterlebihdahuludikurangidenganpenyusutan,

cadangantujuandanpenguranganlainyangwajardalam perusahaanDaerah

ditetapkansebagaiberikut:

a. UntukAnggaranPembangunanDaerah 30%

b. UntukAnggaranRutinDaerah 25%

c. UntukCadangan 10%

d. Direksi 5%

e. SosialdanPendidikan 10%

f. JasaProduksi 10%

g. Sumbangandanapensiundansokongan 10%

2) Penggunaanlabauntukcadanganumum,bilamanatelah tercapaitujuannya

dapatdialihkan kepada pembangunan lain dengan Keputusan pemerintah

Daerah;

3) Caramengurus,penggunaan,penyusutandancadangantujuandimaksudayat

2(dua)pasaliniditentukanolehBadanpengawas.

BABXIII

KEPEGAWAIAN

Pasal25



(1)Kedudukan hukum pegawai, gaji/pensiun Direksi dan pegawai/pekerja,

Perusahaan Daerah,diaturdengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah

mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan

ketentuanpokokkepegawaiandanperaturanpegawaidaerahyangberlakudan

tunjanganlainyangdiaturolehDireksidenganpersetujuanBadanPengawas.

(2)Direksidapatmengangkatdanmemberhentikanpegawai/pekerjaPerusahaan

DaerahmenurutPeraturanKepegawaiandenganpersetujuanBadanPengawas

berdasarkanPeraturanPokokKepegawaianPerusahaanDaerahsebagaimana

dimaksudayat(1)pasalini.

BABXIV

KONTROLE

Pasal26

1) DengantidakmengurangihakPejabatyangberwenangdanbadanlainyang

menurutPeraturanPerundang-undanganyangberlakuberwenangmengadakan

penyelidikan dan pemeriksaan tentang segalasesuatu mengenaipekerjaan

mengurusRumahTanggaDaerah,olehKepalaDaerahditunjukBadanyang

mempunyai kewajiban melakukan controle/pengawasan atas pekerjaan

menguasaidanmengurusPerusahaanDaerahsertatanggungjawabnya.

2) HasilKontroledimaksuddilaporkanolehKepalaDaerahkeDewanPerwakilan

RakyatDaerahKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang;

3) AkuntanNegaraberwenangmelakukankontroleataspekerjaanmenguasaidan

mengurusPerusahaanDaerahsertatanggungjawabannya.

BABXV

PEMBUBARAN

Pasal27

1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan

denganPeraturanDaerah;



2) SemuakekayaanPerusahaanDaerahdiserahkankembalikepadaPemerintah

Daerah;

3) Pertanggung jawaban Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah

KotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandangyangmemberikanpembebasan

tanggungjawabtentangpekerjaanyangtelahdiselesaikan;

4) Semua kekayaan Perusahaan setelah diliquidasimenjadimilikPemerintah

Daerah;

5) Dalam halliquidasi,perusahaantermasukdalam ayat(1)pasalini

Diundangkandalam lembaran

DaerahKotamadyaDaerahTingkatIIUjung

Pandang

Nomor :18Tahun1999

SeriDNomor5

Tanggal:9September1999

SEKRETARISWILAYAHKOTAMADYA

DAERAHTINGKATIIUJUNGPANDANG

DRS.M.FARIDSUAIB,MS
Pangkat:PembinaTk.I
NIP :010057203



PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR:17TAHUN2002

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR4TAHUN1999TENTANGPEMBENTUKAN

PERUSAHAANDAERAHPASARMAKASSARRAYA

KOTAMADYADAERAHTINGKATIIUJUNGPANDANG

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAMAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaanDaerah

PasarMakassarRaya yang didirikanberdasarkan peraturan

DaerahNomor4Tahun1999dalam halpemberianpelayanan



kepada masyarakatdan pemberian konstribusipada kinerja

pendapatanDaerahsertapenyesuaiandenganperkembangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku makaperlu

dilakukanatasperaturanDaerahdimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan haltersebutpadadiatas,perlu

menetapkan peraturan DaerahMakassar tentang Pendirian

PerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotamdyaDaerah

TingkatIIUjungPandang.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor29Tahun1959tentangPembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 74, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor1822);

2. Undang-undang Nomor29 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1962

Nomor10,Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia

Nomor3037.

3. Undang-unriang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor3839);

4. Peraturan PemerintahNomor 51 Tahun 1971 tentang

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan

KabupatenGowa,Maros,danPangkajenedanKepulauandalam

lingkungandaerahProvinsiSulawesiSelatan(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

PerubahanNamaKotaUjungPandangmenjadiMakassardalam

WilayahProvinsiSulawesiSelatan(LembaranNegaraRepublik



IndonesiaTahun1999Nomor193).

6. Keputusan Presiden Nomor44 Tahun 1999 tentangTeknik

Penyusunan Perundang-undangan dan BentukRancangan

Undang-Undang.Rancangan KeputusanPresiden (Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor70):

7. PeraturanDaerahKotaMakassarNomor9Tahun2000tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok BadanPengawas Direksi dan

KepegawaianPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKota

Makassar(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1

Tahun2000SeriDNomor1).

DenganPersetujuan:

PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURANDAERAHKOTAMAKASSARTENTANGPERUBAHAN

ATASPERATURANDAERAHKOTAMAKASSARNOMOR4TAHUN

1999TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAANDAERAH PASAR

MAKASSAR RAYAKOTAMADYA DAERAH TNGKAT

IIUJUNGPANDANG

PasalI

Semuakata-kataKotamadlaDaerahTingkatIlUjungPandangdalam Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah TingkatIIUjung Pandang Nomor4 Tahun 1999

(LembaranDaerahKotamadyaDaerahTingkatIIUjungPandang18Tahun1999Seri

DNomor5)diubah,sehinggaharusdibacadanberbunyiKotaMakassar").



PasalII

Beberapaketentuandalam PeraturanDaerahKotaMakassarNomor4Tahun1999

tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PasarMakassarRaya Kotamadya

DaerahTingkatllUjungpandangdiubahsebagaiberikut:

(1)Ketentuan Pasal7 diubah sehinggakeseluruhan Pasal7 berbunyisebagai

berikut:

Pasal7

Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya dapat melakukan

hubungan kerjasama dengan pihak lainyang menguntungkan Perusahaan

DaerahinisetelahmendapatpersetujuandariBadanPengawassesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku;

(2)KetentuanPasal8 ayat(1)diubahsehinggakeseluruhanPasal8 berbunyi

sebagaiberikut:

Pasal8

(1)ModaldasarPeruahaanDaerahiniyangdinilaisebesarRp.147.347. 5

17.250,-(SerarusEmpatPuluhTujuhMilyardTigaRatusEmpatPuluhTujuh

JutaLimaRatusTujuhBelasRibuDuaRatusLimaPuluhRupiah;

(2)Modaltersebutpada ayat1 pasalinibersumbe dan nilaiassetyang

berbentuktanahdanbangunanyangsedangdipergunakanmaupundalam

pengelolaanyang seluruhnya pada saatpendirian Perusahaan Daerah

inimasihberadadibawahpenguasaantanggungjawab,danpengawasan

Pemerintah Kota Makassar untukselanjutnya akan menjadi milik

Perusahaan Daerah inisesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undanganyangberlaku;

(3)PenambahanModalPerusahaanDaerahiniditetapkandenganPeraturan

Daerah;

(3)KetentuanPasal9ayat(2)danayat(3)diubah,sehinggakeseluruhanpasal9

berbunyisebagaiberikut:



Pasal9

(1)PerusahaanDaerahdipimpinolehDireksiyangterdiridariseorangDirektur

Utamadan2(dua)orangDirektur;

(2)Anggota Direksiadalah Warga Negara Indonesia yangdiangkat dan

diberhentikanolehKepalaDaerahataspertimbanganBadanPengawas;

(3)DireksibertanggungjawabkepadaBadanPengewas;

(4)Pengangkatandimaksudayat(2)pasalini,dilakukanuntukjangkawaktu

selama4(empat)tahundansetelahwaktuberakhiranggotadireksiyang

bersangkutandapatdiangkatkembalisesuaidenganperaturanperundang-

undanganyangberlaku.

(4)KetentuanPasai10ayat(1)danayat(3)diubah,sehinggakeseluruhanPasal10

berbunyisebagaiberikut:

Pasal10

(1)Anggota direksiberhentiatau dapat diberhentikan meskipun masa

jabatannyabelum berakhirkarena:

a. Meninggaldunia;

b. Ataspermintaansendiri;

c. Berakhirnya masa jabatan sebagaianggota direksisebagaimana

maksudPasal9ayat(4)PeraturanDaerahini;

d. Sakitterus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas

pekerjaandenganbaik;

e. PerbuatanyangmerugikanPerusahaanDaerah;

f. PerbuatanatausikapyangbertentangandengankepentinganDaerah

maupunkepentinganDaerah;

(2)Pemberhentiankarenaalasantersebutpadaayat(1)hurufedanfpasalini,

dilakukantidakdenganhormatjikamerupakansuatupelanggarantindak



pidanayangtelahmempunyaikekuatanhukum yangtetap;

(3)Jikapemberhentiankarenaalasantersebutpadaayat(1)hurufedanfpasal

ini,maka anggota direksiyang bersangkutan diberikesempatan untuk

membeladiriyangharusdilaksanakandalam waktu1(satu)bulansetelah

anggota direksi yang bersangkutan diberitahukantentang niat akan

pemberhentianituolehBadanPengawas;

(4)Selamapersoalanmengenaipemberhentiananggotadireksitersebutpada

ayat(3)pasalinibelum adakeputusan,makapemberhentianitumenjadi

bataldananggota direksiyang bersangkutan dapatsegeramenjalankan

jabatannyalagikecualibilamanauntukkeputusanPengadilanNegeridan

dalam haldemikianharusdiberitahukankepadayangbersangkutan;

(5)Ketentuan Pasal11 ayat(2)diubah,sehingga keseluruhan Pasal11

berbunyisebagaiberikut:

Pasal11

(1)Antarasesamaanggotadireksitidakdiperbolehkanadanyahubungan

keluargasampaiderajatketigabaikmenurutgarislurusmaupungaris

kesampingtermasukmenantu,ipar(hubungansemendalainnya);

(2)Jika seorang anggota direksisesudah pengangkatannya ternyata

masuk hubungan keluarga dengan seorang anggota direksi

sebagaimanadimaksudayat(1)pasalinimakaanggotadireksiyang

bersangkutantidakbolehterusmemangkujabatan;

(3)Anggotadireksitidakbolehmempunyaikepentinganpribadilangsung

atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang

berusahadalam lapanganyangbertujuanmencarilaba;

(4)Anggotadireksitidakbolehmerangkapjabatanlain".

(6)Ketentuan Pasal12 ayat(2)diubah,sehingga keseluruhan Pasal12

berbunyisebagaiberikut:



Pasal12

(1)Direktur Utama mewakiliPerusahaan Daerah didalam dan diluar

pengadilan;

(2)DirekturUtamadapatmenyerahkankekuasaanmewakilitersebutpada

ayat1pasalinikepadasalahseoranganggotadireksiyangkhusus

ditunjuk untuk atau kepada seorang/beberapa orang pegawai

perusahaanbaiksendiri-sendirimaupunbersama-samaataukepada

orang/badanHukum laindenganpersetujuanBadanPengawas;

(7)Ketentuan Pasal13 ayat(2)diubah,sehingga keseluruhan pasal13

berbunyisebagaiberikut:

Pasal13

(1) Direksimelaksanakan pengurusan dan pengelolaam Perusahaan

DaerahmenurutkebijaksanaanyangtelahditetapkanBadanPengawas;

(2)TatatertibdancaramenjalankanPerusahaandiaturdelam peraturan

yangditetapkanolehdenganpersetujuanBadanPengawas”.

(8)KetentuanPasal14ayat(1)dan(2)diubah,sehinggakeseluruhanPasal14

berbunyi:

Pasal14

(1)Direksimemerlukanpersetujuantertulisuntukmelakukanhal-halyang

disebutdibwahini:

a. Mengadakan,perjanjiankerjasamadanganpihaklain;

b. Meminjam uangatasnamaPerusahaanDaerahdanmengadakan

perjanjianhutang;

c. MengikatPerusahaanDaerahsebagaipeminjam;

d. Memperolehdanmemindahtangankanbarangtidakbergerakatas

namaPerusahaanDaerah;

(2)Persetujuansebagaimanadimaksudayat(1)pasalinidiberikanoleh

BadanPengawas;



(3)Apabila DirekturUtama berhalangan,makatugasnyadilakukan oleh

salahseorangAnggotaDireksiyangtertuadalam jabatannya.”

(9)KetentuanPasal17ayat(2)danayat(4)diubah,ayat(6)dihapus,sehingga

keseluruhanPasal17berbunyisebagaiberikut:

Pasal17

(1) AnggotaBadanPengawasterdiriatassebanyak-banyaknya5(ima)

orangdansekurang-kurangnya3(tiga)orang;

(2)SusunankeanggotaanBadanPengawasdimakudayat(1)terdiridariI

(satu)orang ketua merangkap anggota,1 (satu)orang sekretaris

merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

anggotanya;

(3)Anggota Badan Pengawas diangkatoleh Kepala Daerahuntukmasa

jabalanmaksimum 4(empat)tahunatasusulDirekturUtamadengan

melampirkan:

3.a.Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuatpendidikan dan

pengalamankerja;

3.B.SuratPernyataan Badan Pengawas yang menyatakan bahwa

antara calon anggota Badan Pengawas yang di

usulkanmempunyaihubungankeluargasampaiderajatketiga,baik

menurutgarisvertikalmaupungarishorisontal,termasukmenantu

danipar(hubungankeluargasemendalainnya);

3.C.Pendapatsaran-sarandanpertimbanganlainnyaatascalon-calon

yangdiusulkan;

3.d.SuratPernyataankesediaanmenjadicalon;

3.e.Pasfotoukuran4x6Cm".

(4)Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang

Pengangkatan Anggota Badan Pengawasterlebih dahulu

dikonsultasikandenganPimpinanDPRD;

(5)Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (3)pasal ini



disampaikanolehDireksiselambat-lambatnya3(tiga)bulansebelum

masajabatananggotaBadanPengawasyanglamaberakhir;

(6)Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang

besarnya ditetapkon oleh Badan Pengawasdan dibebaskan kepada

PerusahaanDaerah".

(10)Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga

keseluruhanPasal21berbunyi:

Pasal21

(1)Selambat-lambatnya3(tiga)bulansebelum tahunbukuberjalanmaka

oleh Direksidikirim anggaranPerusahaan Daerah untuk dimintakan

persetujuanBadanPengawas;

(2)Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun bukuyang

bersangkutanbaruharusmendapatpersetujuanBadanPengawas;

PasalIII

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu

yangmengaturhalyang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah

inidinyatakantidakberlalulagi;

(2)PeraturanDaerahinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

(3)Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalam Lembaran

DaerahKotaMakassar.

DitetapkandiMakassar

PadaTanggal,03Desember2002

WALIKOTAMAKASSAR



H.B.AMIRUDDINMAULA

DiundangkandiMakassar

Padatanggal,02September2004

SEKRETARISDAERAHKOTA,

DRS.H.SUPOMOGUNTUR
PemibinaUtamaMuda

NIP:010103877

LEMBARANDAERAHKOTAMAKASSAR
Nomor:63Tahun2002SeriENomor:8

PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR9TAHUN2000

(LEMBARANDAERAHKOTAMAKASSARNOMOR1TAHUN2000SERIDNOMOR1)

TENTANG



KETENTUAN-KETENTUANPOKOKBADANPENGAWAS,DIREKSIDAN

KEPEGAWAIANPERUSAHAANDAERAHPASARMAKASSARRAYA

KOTAMAKASSAR

BAGIANHUKUM SEKRETARIATKOTAMAKASSAR

TAHUN2001

PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR:09TAHUN2000

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUANPOKOKBADANPENGAWAS,DIREKSIDAN

KEPEGAWAIANDAERAHPASARMAKASSARRAYAKOTAMAKASSAR

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTAMAKASSAR,

Menimbang : a bahwa untuk terselenggaranya tugas dan fungsiPerusahaan



DaerahPasarMakassarMetroKotaMakassaryangdidirikan

berdasarkanPeraturanDaerahNomor5Tahun1999(Lernbaran

DaerahNomor18Tahun1999SeriDNomor5),perluditetapkan

ketentuanpokokkepegawaianPerusahaanDaerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal26 ayat(1).Undang-

undang Nomor5 Tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah,

Kedudukan Hukum, Gaji,Pensiun dan Sokongan serta

penghasilanlain-laindaripegawai/pekerjaPerusahaanDaerah

diaturdenganPeraturanDaerah;

c. bahwasehubungandenganhal-haltersebuthurufadanbdi

atasperluditetapkanperaturanDaerahKotaMakassartentang

Ketentuan-ketentuan pokokBadan Pengawas, Direksi, dan

KepegawaianPerusahaan Daerah pasarMakassarRayaKota

Makassar.

Mengingat : 1. Uudaag-undangNomor29Tahun1959tentangPembentukan

Daerah-daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun1959Nomor74,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNo.1822);

2. Undaag-undang Nomor5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1962Nomor10,TambahanLembaranNegaraNomor2901);

3. Undang-undang Nomor8 Tahun 1974 tentangpokok-pokok

Kepegawaian(LembaranNegaraRpubliklndonesiaTahun1974

Nomor 55, TambahanLembaran Negara Nomor 3041)

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor43

Tahun1999(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun1999

Nomor169,TambahanLembaranNegaraNomor3890);

4. Undang-undang Nomor25 Tahun 1997 tentang Ketenaga

kerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997



Nomor73,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia

Nomor3702);

5. Undang-undangNomor22Tahun1999tentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60,

TambahanLembaranNegaraNomor3839);

6. Undang-undang Nomor Nomor 25 tahun 1999 tentang

perimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanDaerah

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999Nomor72,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang

Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan

Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan

Kepulauandalam LingkunganDaerahPropinsiSulawesiSelatan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1971Nomor65,

TamabahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor2970);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang

PerubahanNnamaKotaUjungPandangMenjadiKotaMakassar

dalam wilayahPropinsiSulawesiSelatan(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun1999Nomor193);

9. PeraturanMenteriDalam NegeriNomor1Tahun1984tentang

TataCaraPembinaandanPengawasanPerusahaanDaerahdi

LingkunganPemerintahDaerah;

10.keputusan MenteriDalam NegeriNomor50 Tahun 1999

tentangKepengurusanBadanUsahaMilikDaerah;

11.Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 1999 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah ParkirMakassarRaya Kota Makassar

(LembaranDaerahNomor19Tahu1999SeriDNomor6).

DenganPersetujuan



DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTAMAKASSAR

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG

KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR

RAYAKOTAMAKASSAR

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:

a. KotaadalahKotaMakassar;

b. WalikotaadalahWalikotaMakassar;

c. PemerintahKotaadalahPemerintahKotaMakassar;

d. PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahbesertaperangkatOtonom yanglain

sebagaiBadanEksekutifDaerah;

e. Perusahaan Daerahadalah Perusahaan Daerah PasarMakassarRaya Kota

Makassar;

f. Badan Pengawas adalah BadanPengawas pada Perusahaan Daerah Pasar

MakassarRayaKotaMakassar;

g. DireksiadalahDireksipadaPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKota

Makassar;

h. Pegawai Perusahaan Daerah adalah pegawai yang berkerja dalam

lingkunganPerusahaanDaerahPasarMakassarRayaKotaMakassar;

i. Pangkatadalah kedudukan yang menunjukkan tingkatseseorang pegawai

dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar

penggajian;



Gajipokokadalahgajiyangdiberikankepadaseseorangcalonpegawai/pegawai

yangberdasarkangolonganruang/pangkatyangditetapkansesuaiketentuanyang

berlaku;

Tunjanganadalahtambahanpenghasilanyangdiberikandisampinggaji;

Penghasilan pegawaiadalah gajipokok ditambah tunjangan-tunjangan dan

penghasilan-penghasilanlainnya;

Cutiadalahtidakmasukbekerjayangdiperkenankandalam jangkawaktutertentu

Sumpah/Janjiadalahsuatukesanggupanuntukmentaatikeharusanatauuntuk

tidakmelanggarataslaranganyangditentukan,yangdiikrarkandihadapanatasan

yangberwenangmenurutagamadankepercayaanterhadapTuhanYangMahaEsa;

Cacatadalahkelainanjasmanidanataurohaniyangdiakibatkanolehkecelakaan

dalam dankarenamenjalankankewajibansehinggapegawaiyangbersangkutan

tidakdapatbekerjalagi;

Perawatanadalahsegalausahayangdilakukanpetugasmedisdanatauparamedis

terhadapseseorangpegawaiyangmenderitapenyakit;

Tewasadalahmeninggalduniadalam menjalankantugaskewajiban;

Isteri/Suamiadalahisteri/suamiseorang,daripegawaiberdasarkanperkawinan

yangsahmenuruthukum yangberlaku;

Anakadalahanakkandungpegawaiyanglahirdariperkawinanyangsah.tiridan

anakangkatyangsahmenurutPeraturanPerundang-undanganberlaku,berumur

kurangdari21Tahun,belum berpenghasilansendiri,pernahmenikahdanmenjadi

tanggungansepenuhnyadaripegawaiatauberumurpalingtinggi25Tahunapabila

masihberstatuspelajar/mahasiswa.



Pensiunadalahsejumlahuangtertentusebagaijaminanharitua,danbalasjasa

pegawaiyangtelahmengabdikandirinyakeadaPerusahaanDaerah;

Pesangonadalahsejumlahuangtertentudiberikansekalisebagaijaminanharitua

dan balas jasa terhadap pegawaiyang telah mengabdikan dirinya kepada

PerusahaanDaerah;

BABII

SUSUNANDANTATAKERJABADANPENGAWAS,DIREKSI

BagianPertama

BADANPENGAWAS

Pasal2

(1)BadaPengawasdiangkatdandiberhentikanolehKepalaDaerah;

(2)BadanPeagawassebagaimanadimaksudayat(1)Pasalini,berasaldariorang

yangprofesionalsesuaidenganbidangusahaBUMDyangbersangkutan;

(3)UntukdapatdiangkatsebagaibadanPengawas,harusmemenuhipersyaratan

sebagaiberikut:

a. Menyediakanwaktuyangcukup;

b. TidakterikathubungankeluargadenganKepalaDaerahataudenganBadan

Pengawaslainnya,ataudengandireksi,sampaidenganderajatketiga,baik

menurutgarislurusmaupunkesampingtermasukmenantudanipar;

c. Mempunyaipengalamandalam bidangkeahliannyaminimal5(lima)tahun.

(4)PengangkatanBadanPengawassebagaimanadimaksudpadaayat(1)pasalini,

ditetapkandenganSuratKeputusanKepalaDaerah;

Pasal3

(1)JumlahBadanPengawaspalingbanyak3(tiga)orang,seorangdiantaranyadi

pilihmenjadiketuamerangkapanggota;

(2)UntukkepentinganperusahaanBadanPengawasdapatlebihdari3(tiga)orang



dengan memperhatikan beban tugas, dan cakupan pelayanan, serta

kemampuanPerusahaanDaerah;

Pasal4

(1)Setiap calonAnggotaBadanPengawas,harusterlebihdahulumenjalankan

ujikemampuan(fitandpropertest),yangditetapkanlebihlanutolehKepala

Daerah;

(2)MasajabatanBadanPengawas3(tiga)tahundandapatdiangkatkembali

palingbanyak2(dua)kalimasajabatan.

Pasal5

Tugas dan Wewenang,serta Tata tertib menjalankan tugas Badan Pengawas

diharapkanKepalaDaerah,sesuaiketentuanperaturanPerundang-undanganyang

berlaku.

BagianKedua

DIREKSI

Pasal6

DireksidiangkatdandiberhentikanolehKepalaDaerahataspertimbangaanBadan

Pengawas;

Direksisebagaimana dimaksud ayat(1)Pasalini,berasaldariorang yang

profesionalsesuaidenganbidangusahaBUMDyangbersangkutan;

UntukdapatdiangkatsebagaiDireksi,harusmemenuhipersyaratansebagaiberikut:

a. Menyediakanwaktuyangcukup;

b. TidakterikathubungankeluargadenganKepalaDaerahataudenganBadan

Pengawaslainnya,ataudenganDireksi,sampaidenganderajatketiga,baik

menurutgarislurusmaupunkesampingtermasukmenantudanipar;

c. Mempunyaipengalamandalam bidangkeahliannyaminimal5(lima)tahun.

d. Bagi pegawai Negeri yang menduduki jabatan direksi,terlebih dahulu

meninggalkanjabatanpegawainegerinya;



PengangkatanDireksisebagaimanadimaksudpadaayat(1)Pasalini,ditetapkan

denganSuratKeputusanKepalaDaerah;

Pasal7

(1)JumlahAnggotaDireksipatingbanyak3(tiga)orang,seorangdiantaranya

dipilihmenjadiketuamerangkapanggota;

(2)UntukkepentinganperusahaanDireksidapatlebihdari3(tiga)orangdengan

memperhatikan beban tugas.dan cakupan pelayanan,serta kemampuan

PerusahaanDaerah;

Pasal8

(1)setiapcalonDireksi,harusterlebihdahulumanjalaniujikemampuan(fitand

propertest),yangditetapkanlebihlanjutolehkepalaDaerah;

(2)MasajabatanDireksipalinglama3(tiga)Tahundandapatdiangkatkembali

palingbanyak2(dua)kalimasajabatandalam keadaanyangsama.

Pasal9

TugasdanwewenangsertatatatertibmenjalankantugasDireksiditetapkanKepala

Daerah,sesuaiketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

BABIII

KEDUDUKAN,KEWAJIBANDANHAKBADANPENGAWAS,

DIREKSIDANPEGAWAI

BagtanPertama

KEDUDUKAN

Pasal10

PegawaiadalahunsurAparaturNegara,AbdiNegaradanAbdiMasyarakatyang

setia dan taatsepenuhnya pada pancasilaUUD 1945,Negara dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan tuga perusahaan

dalam menunjangtugasumum pemerintahandanpembangunan.



BagianKedua

KEWAJIBAN

Pasal11

AnggotaBadanPengawas,Direksi,danpegawaiberkewajibanuntuk:

a. Patutdan taatsepenuhnyakepadaPancasila,Undang-undang Dasar1945,

NegaradanPerundang-undanganyangberlaku;

b. Memegangteguhrahasiaperusahaansesuaiketentuanperundang-undangan

yangberlaku;

c. Mendahulukan kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadiatau

golongan;

d. meningkatkanpengetahuandankemampuangunamendukungperusahaan;

e. menjelankan mematuhiserta menaatiiPeraturan Perusahaan dan semua

perundang-undanganyangberlaku.

BagianKetiga

HAK

Pasal12

BadanPengawaskarenatugasnya,menerimahonorarium sebagaiberikut:

a. Ketua Badan Pengawas,menerima setinggi-tingginya sebesar40% (empat

puluhperseratus)darigajiDirekturUtama.

b. SekretarisBadanPengawas,menerimasetinggi-tinggnyasebesar35% (tiga

puluhlimaperseratus)darigajiDirekturUtama;

c. Anggota-anggotaBadanpengawasmenerimagajisetinggi-tingginya30%(tiga

puluhperseratus)darigajiDirekturUtama;

sebagaimanadimaksudaayat(1)pasalini,dibebankanpadaanggaranperusahaan.

Pasal13

DireksiPerusahaanmenerima:

a. Gaji,DirekturUtamasebanyak-banyaknya2,5(duasetengah)kaligajipegawai



yangtertinggididalam perusahaanyangbersangkutan;

b. Direktur-direktur,sebanyak-banyaknya90% (sembilanpuluh perseratus)dari

GajiDirekturUtama;

c. sesuaideuganperaturanyangberlakuuntukpegawai;

d. Tunjanganlain-lainsesuaidenganperaturanyangberlakubagipegawai.

Pasal14

Penentuan uang Jasa Badan pengawas, gaji Direksi serta Gaji pegawai

sebagaimanadimaksudpasal12dan13berkisarl0%(sepuluhperseratus)dan30%

(tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi Anggaran perusahaanDaerah

berdasarkantahunberjalan.

Pasal15

Dana representasidisediakan dariAnggaran perusahaan Daerah sebanyak

–banyaknya75% (tujuhpuluhlimaperseratus)darijumlahdireksidalam 1(satu)

tahunyangpenggunaannyadiaturolehDireksi.

pasal16

(1) Anggota Direksiberhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan

KepalaDaerah;

(2)AnggotaDireksitidakberhakataspesangonjikadiberhentikantidakdengan

hormatdantidakpermintaansendiri;

(3)Ketentuansebagaimanadimaksudayat(1)dan(2)pasaliniberlakujugabagian

DireksiyangdiangkatdairipegawaiNegeri.

Pasal17

Direksimemperoleh Hak cutisesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undanganyangberlaku;

PejabatyangberwenangmembericutiadalahKepalaDaerahataupejabatyangdi

tunjukKepalaDaerah;



BABIII

PENGADAANDANPENGANGKATAN

BagianPertama

PENGADAAN

Pasal18

Direksiberwenang menerima mengangkat,menaikkan pangkat,menetapkan

berkala,menjatuhkanhukumanjabatandanmemberhentikanpegawai

Pasal19

Pengadaanpegawaidilakukanhanyauntukmengisiformasiyangtelahditetapkan

DireksisetelahmendengarPertimbanganBadanPengawas.

Pasal20

(1)Pengadaan pegawaiperusahaan diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi

pejabatyangditunjuk;

(2)Dalampeagumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

dicantumkanantaralain:

a. Jumlahdanjenislowongan;

b. Syarat-syaratyangharusdipenuhiolehseorangpelamar;

c. Alamattempatlamarandiajukan;

d. BataswaktupengajuanSuratLamaran;

e. Setiappelamarharusmengajukansuratlamaranyangditulisdengantulisan

sendirikepadaperusahaandengansyarat-syaratlainnyayangditetapkan

olehDireksi.

Pasal21

Pelamaryangditerima,diangkatolehDireksimenjadipegawaidenganpercobaan

dandipekerjakansertadigajiberdasarkanperaturanyangberlaku;

Pasal22



(1)Pegawaiyangtelahmenjalanhanmasapercobaansekurang-kurangnya6(enam)

bulandanpalinglama1(satu)tahun,diangkatolehDireksi,menjadipegawai

penuhperusahaandalam pangkattertentudandimabilsumpahdanataujanji

pegawaisesuaikatentuanPerundang-undanganyangberlaku.

(2)Selamamasapercobaanterhadapcalonpegawaidilakukanpenilaianmeliputi:

a.Kesetiaan;

b.Prestasikerja;

c.Kerjasama;

d.Ketaatan;

e.Kejujuran;

f.Tanggungjawab;

g.Prakarsa

(3)Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian

sebagaimana dimaksud ayat(2)pasalini,diberhentikan tanpa mendapat

pesangon.

(4)Selama menjalanimasa percobaan,calon pegawaitidak diPerkenankan

mendudukijabatan.

Pasal23
(1)Dalam rangka kepentingan perusahaan,Direksidapatmengangkattenaga

honorerdan tenagakontrakyang jumlahnyaakan diaturdalam Keputusan

Direksi;

(2)Tenagahonorerdantenagakontraksebagaimanadimaksudayat(1)pasalinidi

angkat setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas dan tidak

diperkenankanmendudukijabatan.

BagianKedua

PENGANGKATAN

Pasal24

SetiapWargaNegaralndonesiayangmemenuhisyaratditentukandalam Peraturan



Daerahinimenpunyaikesempatanyangsamauntukmelamardanmenjadipegawai

dalam perusahaan.

Pasal25

Syarat-syaratuntukdapatdiangkatmenjadipegawaiadalah:

WargaNegaraIndooesia;

Berusiaserendah-rendahnya18Tahundansetinggi-tingginy40Tahun;

Tidak pernah dihukumpenjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana

kejahatanberdasarkanPutusanPengadilanyangmempunyaikekuatanhukum yang

tetap;

Tidakpernahterlibatdalam gerakanyangmenentangPancasila,UUD1945.Negara

danPemerintah;

Tidakpernahdiberhentikantidakdenganhormatsebagaipegawaisuatuinstansi

baikinstansipemerintahataupunswasta;

Mempunyaipendidikan,kecakapanataukeahlianyangdiperlukan;

BerkelakuanbaikyangdibuktikandenganSuratKeteranganPOLRIsetempat;

BerbadansehatyangdibuktikandenganSuratKeteranganDokter;

TidakbolehmerangkapsebagaipegawaiInstansi/Perusahaanlain;

Syarat-syaratlainyangditetapkanolehDireksi.

BABIV

NAMADANSUSUNANKEPANGKATAN

Pasal26

DansusunanKepangkatanPegawaiPerusahaandariyangterendahsampaidengan

yangtinggiadalahsebagaimanatersebutdalam lampiran1peraturanDaerahini.

Pasal27

(1)Pegawaidiangkatdalam pangkattertentusebagaimanadimaksudpasal21

PeraturanDaerahini;

(2)Pengangkatanpegawaidalam suatujabatandilaksanakanberdasarkanprinsip



profosionalismesesuaidengankompotensi,prestasikerjadanjenjangpangkat

yang ditetapkan untuk jabatan itu dan syarat obyektiflainnya tanpa

membedakanjeniskelamin,suku,agama,rasataugolongan.

BABV

PENGANGKATANDALAM PANGKAT,

DANKENAIKANPANGKAT

BagianPertama

PENGANGKATANDALAM PANGKAT

Pasal28

Setiap pegawaidiangkatdalampangkattertentu berdasarkan Peraturan yang

berlaku.

Pasal29

Pangkat-pangkatyangdiberikanuntukpengangkatanpertamaadalah:

a. PegawaiDasarMudaGolonganA1bagimerekayangmemilikiIjazahSekolah

Dasar;

b. PegawaiDasarMudaTingkat1GolonganA2bagimerekayangmemilikiIjazah

SekolehLanjutanTingkatPertama(SLTP);

c. PelaksanaMuda Golongan Ruang Blbagimereka yang berijazah sekolah

menengahUmum TingkatAtasatausederajat;

d. PelaksanaMudaTingkat1GolonganRuangB2bagimerekayangmemiiliki

ijazahSarjanaMudaSekolahPoliteknik,DiplomaTigaatausederajat;

e. StafMudaGolonganC1bagimerekayangmemilikiIjazahSarjana.

BagianKedua

KENAIKANPANGKAT

Pasal30

Pengangkatanpegawaidalam suatujabatandilaksanakandenganmemperhatikan

jenjangpangkatdanpersyaratanlainyangditetapkanuntukjabatanitu;

PemberiankenaikanpangkatdilaksanakanolehDireksi;



KenaikanPangkatsebagaimanadimaksudayat(2)pasaliniterdiridari:

a. KenaikanPangkatBiasa;

b. KenaikanPangkatPilihan;

c. KanaikanPangkatPenyesuaian;

d. KenaikanPangkatIstimewa;

e. KenaikanPangkatPengabdian;

f. KenaikanPangkatAnumerta;

Pasal31

(1)KenaikanPangkatBiasasebagaimanadimaksudPasal18ayat(3)Subaadalah

Kenaikan Pangkatyang diberikan kepada pegawaiyang memenuhisyarat

tertentutanpamemperhatikanjabatanyangdipangkunya;

(2)KenaikanPangkatBiasadapatdiberikansetiapkalisetingkatlebihtinggiapa

bilapegawaiyangmemenuhisalahsatupersyaratansebagaiberikut:

a. Telah4(empat)Tahundalam pangkatyangdimilikinyadansetiapunsur

penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukupdalam

satutahunterakhir;

b. Telah5(lima)tahunataulebihdalam pangkatyangdimilikinyadansetiap

unsurpenilaianprestasikerjasekurang-kurangnyabernilaicukupdalam

satutahunterakhir.

(3)Kenaikan pangkatbiasa dapatdicapaioleh seorang pegawaiperusahaan

sebagaiberikut:

a. BerijazahSDsampaidengahgolonganruangB/I;

b. BerijazahSLTPsampaidengangolonganruangB/II;

c. BerijaahSLTAsampaidengangolonganruangC/I;

d. BerijazahDIIIsampaidengangolonganruangC/II;



e. BerijezahSarjanasampaidengangolonganruangD/l;

Pasal32

(1)Kenikanpangkatpilihansebagaimandimaksudpasal30ayat(3)subbdiberikan

kepada pegawaiperusahaan yang memangku jabatan dan telahmemenuhi

syarat-syaratyangditentukan;

(2)Kenaikanpangkatpilihandapatdiberikansetingkatlebihtinggiapabilapegawai

tersebutmemenuhisalahsatupersyaratansebagaiberikut;

a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil

penilaianprestasikerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilaibaik

dalam2(dua)tahunterakhir;

b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yarg dimilikinya dan hasil

penilaianprestasikerjarata-ratabbernilaicukuptanpanilaikurangdalam 1

(satu)tahunterakhir;

(3)Kenaikanpangkatpilihandiberikandalam batas-batasjenjangpangkatyang

ditentukanuntukjabatanyangbersangkutan.

Pasal33

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena

memperolehTandaTamatbelajaratauljazahyanglebihtinggisesuaiketentuan

peraturanperundang-undanganyangberlaku;

Pasal34

Kenaikanpangkatistimewadiberikankepadapegawaiyangmenunjukkanprestasi

kerjaluarbiasa,menemukanpenemuanbaruyangbermanfaatbagiperusahaan;

Kenaikaapangkatsebagaimanadimaksuddalam ayat(1)tidakterikatpadajabatan

danketentuanujiandinas.

Pasal35

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan



memasukimasa pensiunsetingkatlebihtinggidaripangkatnyadengankatentuan

sekurang-kurangnya1(satu)tahundalam pangkatterakhir.

Pasal36

Kenaikan Pangkat Anumerta di berikan kepada Pegawai yang meninggal

duniadalam melakukantugassetingkatlebihtinggidaripangkatterakhir.

BABVI

PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAANDAN

DAFTARURUTKEPANGKATAN

BaganPertama

PENILAIANPELAKSANAANPEKERJAAN

Pasal37

Terhadapsetiappegawaidilakukanpanilaianpelaksanaanpekerjaansekalisetahun

olehpejabatpenilai.

Pasal38

(1)penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawaidituangkan dalam daftarpenilaian

pelaksanaanpekerjaan;

(2)Dalam daftarpenilaianpelaksanaanpekerjaanunsur-unsuryangdinilaiadalah:

a. Kesetiaan;

b. Prestasikerja;

c. Tanggungjawab;

d. Ketaatan;

e. Kejujuran;

f. Kerjasama;



g. Prakarsa;

h. Kepemimpinan;

(3)Yangdimaksuddengan:

a. Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada

Pancasila,Undang-undangDasar1945Negaradanpemerintah;

b. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorangdalam

melaksanakantugasyangdibebankankepadanya;

c. Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang pegawaimenyelesaikan

pekerjaanyangdiserahkankepadanyadengansebaik-baiknya;

d. Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawaiuntukmentaatisegala

peraturanPerundang-undangandanPeraturanKedinasanyangberlakudan

mentaatiperintahkedinasan:

e. Kejujuran adalah ketulusan hatiseorang pegawaidalam melaksanakan

tugasdankemampuanuntuktidakmenyalahgunakanwewenangyangdi

berikankepadanya;

f. Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawaiuntuk bekerjasama

denganoranglaindalam menyelesaikansuatutugasyangditentukan;

g. Prakarsaadalahkemampuanseorangpegawaiuntukmengambilkeputusan,

langkah-langkahataumelaksanakansuatutindakanyangdiperlukandalam

melaksanakantugaspokoktanpamenungguperintahatasan;

h. Kepemimpinanadalahkemampuanseorang pegawaiuntukmeyakinkan

orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk

melaksanakantugaspokok.

(4)Unsurkepemimpinansebagaimanadimaksuddalam ayat(2)huruf"h"hanyadi

nilaibagipegawaiyangberpangkatpelaksanamudagolonganB/Ikeatasyang

memangkusuatujabatan.

Pasal39

Nilaipelaksanaanpekerjaandengansebutandanangkasebagaiberikut:

a. AmatBaik =91–100



b. Baik =76–90

c. Cukup =61–75

d. Sedang =51–60

e. Kurang =50kebawah

Daftarpenilaianpekerjaanadalahbersifatrahasia.

Pasal40

1) Pejabatpenilaiadalahatasanlangsungpegawaiyangdinilai;

2) Pejabatpenilaiwajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap

lingkungannya;

3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2)dilakukanpadatiap-tiapakhirtahun.

Pasal41

1) Daftarpenilaianpelaksanaanpekerjaandiberikanolehpejabatpenilaikepada

pegawaiyangdinilai;

2) Apabilapegawaiyangdinillaiberkeberatanatasnilaidalam DaftarPenilaian

PelaksanaanPekerjaan,makaiadapatmengajukankeberatandisertaidengan

alasan-alasannyakepadaAtasanPejabatPenilaimelaluihierarkidalam jangka

waktu 14 (empat belas)harisejak tanggalditerimanya Daftar penilaian

PelaksanaanPekerjaantersebut.

Pasal42

(1)PejabatpenilaimenyampaikanDaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaankepada

atasanpejabatpenilaidenganketentuansebagaiberikut:

a. Apabilatidakadakeberatandariyangdinilai,DaftarPenilaianpelaksanaan

Pekerjaantersebutdisampaikantanpacatatan;

b. Apabila ada keberatan daripegawaiyang. dinilai,Daftar Penilaian

Pelaksanaaan Pekerjaan tersebutdisampaikan dengan catatan tentang

tanggapanpenilaiataskeberatanyangdiajukanolehpegawai.



(2)AtasanpejabatpenilaimemeriksadenganseksamaDaftarPenilaiPelaksanaan

Pekerjaanyangdisampaikankepadanya;

(3)Apabila terdapatalasan-alasan yang cukup,atasan pejabatpenilaidapat

mengadakanperubahannilaiyangtercantum dalanDaftarPenilaipelaksanaan

pekerjaansebagaimanadimaksuddalam ayat(2);

(4)Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada

pengesahandariatasanpejabatpenilai.

BagianKedua

DAFTARURUTKEPANGKATAN

Pasal43

DaftarUrutKepangkatandibuatsekalisetahunyaitusetiapakhirtahun.

Pasal44

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan

pertimbanganobyektifdalammelaksanakanpembinaankarierpegawai.

BABVIII

CUTI

Pasal52

PejabatyangberwenangmemberikancutiadalahDireksiatauPejabatyangditunjuk.

Pasal53

Cutiterdiri:

a. Cutitahunan;

b. Cutibesar;

c. Cutisakit;

d. Cutibersalin;

e. Cutikarenaalasanpenting.

Pasal54



(1)Pegawaiyang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus

menerusberhakatascutitahunan;

(2)Lamanyacutitahunanadalah12(duabelas)harikerja;

(3)Cutitahunantidakdapatdipecah-pecahhinggajangkawaktuyangyangkurang

dari3(tiga)harikerja;

(4)Untukmendapatkan cutitahunan pegawaiyang bersangkutan mengajukan

permintaansecaratertuliskepadaDireksiatauPejabatyangditunjuk;

(5)CutitahunandiberikansecaratertulisolehDireksiatauPejabatyangditunjuk.

Pasal55

(1)Pegawaiyangtelahbekerjasekurang-kurangnya6(enam)tahunsecaraterus

menerusberhakatascutibesaryanglamanya3(tiga)bulan;

(2)Pegawaiyangmenjalanicutibesartidakberhaklagiuntukcutitahunan,dalam

tahunyangbersangkutan;

(3)Untuk mendapatkan cutibesar,Pegawaiyang bersangkutan mengajukan

permintaansecaratertuliskepadaDireksiataupejabatyangditunjuk;

(4)CutibesardiberikansecaratertulisolehDireksiataupejabatyangditunjuk

Pasal56

SatiapPegawaiyangmendaritasakitberhakatascutisakit.

Pasal57

(1)Pegawaiyangsakitselama1(satu)atau2(dua)hariberhakatascutisakit

denganketentuanbahwaiaharusmemberitahukankepadaatasannya;

(2)Pegawaiyangsakitlebihdari2(dua)harisampaidengan14(empatbelas)hari,

berhakatascutisakitdenganketentuanbahwapegawaiyangbersangkutan

harusmengajukanparmintaansecaratertuliskepadaDireksiatauPejabatyang

ditunjukdenganmelampirkanSuratKeteranganDokter.

Pasal58

(1)Pegawaiwanitayangmengalam gugurkandunganberhakatascutisakituntuk



palinglamasatusetenganbulan;

(2)Untuk mendapatkan cuti sakit,sebagaimana dimaksud ayat (1) yang

bersangkutan mengajukan permintaansecara tertulis kepada Direksiatau

PejabatyangditunjukdenganmelampirkanSuratkateranganDokteratauBidan.

Pasal59

Pegawaiyangmengalamikecelakaandalam danolehkarenamenjalankantugas

kewajibansehinggaiaperlumendapatperawatanberhakatascutisakitsampaiia

sembuhdaripanyakitnya.

Pasal60

Selamamenjalanicutisakitsebagaimanadimaksuddalam pasal56sampaidengan

pasal59 pegawaiyang bersangkutan menerimapenghasilanpenuh.Cutisakit

sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan biayai pengganti

pengobatan/perawatan,yang besarnya ditetapkan sesuaiketentuan peraturan

perusahaan.

BABIX

PEMBERHENTIANSEMENTARA

Pasal61

(1)Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawaiyang diduga melakukan

kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihakyang

berwajib dikenakan tahanan sementara,mulaisaatpenahanannya harus

pemberhentiansementara;

(2)Ketentuanmenurutayat(1)dapatdiberlakukanterhadapseorangpegawai

yangolehpihakberwajibdikenakantahanansementarakarenadidakwatelah

melakukansuatupelanggaranhukumanpidanayangtidakyangmenyangkut

jabatannya,dalam halpelanggaran yang dilakukan itu berakibathilangnya

penghargaan,dankepercayaanatasdiripegawaiyangatashilangnyamartabat



sertaawibawapegawaiitu.

Pasal62

Seorangharusdiberhentikanjikaiaterbuktimelakukanpenyelawenganterhadap

ideologidanhaluannegaraatauiaterbuktidengansadardanatausuatuyang

merugikankepentingandankeselematanBangsadanNegara.

Pasal63

(1)Kepadaseorangpegawaiyangdikenakanpemberhentiansementaramenurut

pasal52ayat(2):

a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukan

pelanggaran yang,didakwakan atas dirinya mulaibulan berikutnya ia

diberhentikansementaradiberikangaji50% (limapuluhpersen)darigaji

pokokyangditerimaterakhir;

b. Jikaterdapatpetunjuk-petunjukyangmeyakinkanbahwaiatelahmelakukan

pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulaibulan berikutnya ia

berhentikansementara,diberikangajisebesarlimapuluhperseratusdari

gajipokokyangditerimanyaterakhir;

(2)Kepadaseorangpegawaiyangdikenakanpemberhentiansementaramenurut

pasal52ayat(1)mulaibulanberikutnyaiadiberhentikandandiberikangaji

sebesar50%(limapuluhpersen)darigajipokokyangditerimaterakhir.

Pasal64

(1)Selambat-lambatnyadalam waktu6(enam)bulan,Direksiwajibmengadakan

sidang yang dihadirioleh pegawaiyang diberhentikan sementara untuk

menetapkanapakahyangbersangkutanterbuktimerugikanperusahaan;

(2)Apabilaberdasarkanhasilpemeriksaantidakterbuktimelakukantindakanyang

merugikanperusahaanmakayangbersangkutandipekerjakankembalidalam

jabatandanberhakmenerimasisapenghasilanyangbelum diterima;

(3)Apabila berdasarkan hasilpemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan



terbukti melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan maka yang

bersangkutandiberhentikantidakdenganhormat.

Pasal65

Pemberhentian seorang pegawaiberdasarkan Peraturan Daerah iniditetapkan

mulain akhirbulan Keputusan Pengadilan atasperkaranyamendapatkekuatan

hukum yangtetap.

Pasal66

(1)Direksiberwenangmemberhentikandenganhormatpegawai,karena:

a. Telahmencapaiusia56tahun;

b. Permintaansendiri;

c. KesehatanyangtidakmengizinkandibuktikandenganSuratKeterangan

Dokter;

d. Meninggaldunia;

e. Penguranganpegawai.

(2)Pegawaiyangdiberhentikandenganhormatsebagaimanadimaksudayat(1)

mendapathakpensiundanjaminanharituayangditetapkandenganPeraturan

Perusahaan;

(3)Bagipegawaiyangdiberhentikandenganhormatsebagaimanadimaksudayat

(1)hurufb pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu)bulan sejakditerimanya

permohonanberhenti.

BABXI

PEMBERHENTIAN

Pasal67

Pemberhentian pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang

bersangkutankehilanganstatusnyasebagaipegawaiPerusahaanDaerah.

Pasal68



PemberhentianPegawaiterdiridari:

a. Pemberhentianataspermintaansendiri;

b. Pemberhentankarenamencapaibatasusiapensiun;

c. Pemberhentiankarenaadanyapenyederhanaanorganisasi;

d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan

pidana/penyelewengan;

e. Pemberhentiankarenatidakcakapjasmanidanrohani;

f. Pemberhentiankarenameninggalduniaatauhilang;

g. Pemberhentiankarenahal-hallain.

Pasal69

Mintaberhenti,diberhentikandenganhormatsebagai

sebagaimanaayat(1)dapatditundauntukpalinglamaapabilaadakepentingan

perusahaanyangmendesak.

Pasal70

Mencapaibatasusiapensiundiberhentikandenganpegawai;

Sebagaimanadimaksuddalam ayat(1)adalah56tahun

BagipegawaiyangmemangkujabaianDireksiadalah

Pasal71

Penyederhanaan organisasiPerusahaan Daerah yang kelebihan pegawai,maka

pegawaiyangkelebihan/////////////perusahaanDaerahlainnya;

Sebagaimanadimaksudayat(1)tidakmungkin //////////pegawaiyangkelebihan

diberhentikandenganhormat.

Pasal72

(1)Pegawaidapatdiberhentikantidakdenganhormatsebagaipegawaikarena:

a. Melanggar sumpah,Janji pegawai atau peraturan disiplin pegawai



Perusahaan;

b. Dihukum penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah

mempunyaikekuatanhukum yangtetap,karenadengansengajamelakukan

suatu tindak pidana kejahatan yang diancam denganpidana setinggi-

tingginya4(empat)tahunataudiancam pidanayanglebihberat.

(2)Pegawaidiberhentikantidakdenganhormatsebagaipegawaiapabiladipidana

penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yangtelah

mempunyaikekuatanhukum yangtetapkarena:

a. Melakukantindakpidanakejahatanjabatanatautindakpidanakejahatan

yangadahubungannyadenganjabatanatau;

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud

dalampasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang

HukumPidana.

Pasal73

Pegawaidiberhentikandenganhormatdenganmendapathak-hakkepegawaian

berdasarkanPeraturanyangberlakuapabilaberdasarkanSuratKeterangandokter

yangditunjukolehPerusahaandinyatakan:

a. Tidakdapatbekerjalagidalam semuajabatankarenakesehatannyaatau;

b. Menderita penyakit kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan

ataulingkungankerjanyaatau;

c. Setelahberakhirnyacutisakit,belum mampubekerjakembali.

Pasal74

(1)Pegawaiyangmeninggalkantugasnyasecaratidaksahdalam waktu1(satu)

bulanterusmenerusdiberhentikanpembayarangajinyamulaibulankedua;

(2)Pegawaisebagaimanadimaksuddalam ayat(1)yangdalam waktudari3(tiga)

bulanmelaporkandirikepadaDireksi,dapat:

a. Ditugaskan kembaliapabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-

alasanyangdapatditerimaatau;



b. Diberhentikandenganhormatsebagaipegawai,apabilaketidakhadirannya

itu adalah karena kelalaian pegawaiyang bersangkutan dan menurut

pendapatdireksiakanmengganggusuasanakerjajikaditugaskankembali.

(3)Pegawaisebagaimanadimaksuddalam ayat(1),yangdalam waktu3(tiga)

bulanterusmenerusmeninggalkantugasnyasecaratidaksahdiberhentikan

tidakdenganhormatsebagaipegawai.

Pasal75

Pegawaiyang meninggalduniadengansendirinyadianggap didenganhormat

sebagaipegawai:

Pasd76

(1)Pegawaiyaoehiiangdianggaptelahmeninggalduniapadaakhirbulan12(dua

belas)sejakdinyatakanhilang;

(2)Pernyataanhilangsebagaimanadimaksuddalam ayat(1)dibuatpejabatyang

berwenang berdasarkanSuratKeteranganatauBeritaAcaradaripejabatyang

berwajib;

(3)Pegawaisebagaimana dimaksud dalam ayat(1) yang kemudian

ditemukankembalidanmasihhidup,diangkatkembalisebagaipegawaidan

gajidibayarpenuhterhitungsejakdianggapmeninggalduniamemperhitungkan

hak-hakkepegawaianyangtelahditerimaolehkeluarganya.

Pasal77

(1)Pegawaisebagaimanadimaksuddalam pasal71danpasal73hurufbdanc:

a. Diberhentikandenganhormatsebagaipegawaidenganhakpensiun,apabila

telahmencapaiusiasekurang-kuransya50(limapuluh)tahundanmemiliki

masakerjapensiunsekurang-kurangnya10(sepuluh)tahun;

b. Diberhentikandenganhormatdarijabatandenganmendapatuangtunggu

apabilabelum menenuhisyarat-syaratusiadanmasakerjasebagaimana

dimaksuddalam hurufa.

(2)Pegawaisebagaimanadimaksudpasal61hurufadiberhentikandenganhormat



sebagaipegawaidenganhakpensiun:

a. Tanpaterikatpadamasakerjapensiun,apabilaolehDokteryangditunjuk

Perusahaan dinyatakan tidak dapatbekerja lagidalam semuajabatan,

karena kesehatan yang disebabkan oleh dan karena ia

menjalankankewajibanjabatan;

b. Jikatelahmemilikimasakerjapensiunsekurarg-kurangnya4(empat)tahun,

apabila oleh Dokteryang ditunjuk perusahaaa dinyatakan tidak dapat

bekerja lagidalam semua jabatan,karena kesehatannya yang belum

sembuhdisebabkanolehdankarenaiamenjalankankewajibanjabatan.

Pasal78

Pegawaiyangdiberhentikandenganhormatsebagaipegawaikarenamencapaiusia

pensiun,berhakataspensiunapabilaiamemilikimasakerjapensiunsekurang-

kurangnya10(sepuluh)tahun.

BABXI

PENSIUNPEGAWAIDANJANDA/DUDAPEGAWAI

Pasal79

Pensiunpegawaidanpensiunjanda/dudamenurutperaturanDaerahinidiberikan

sebagaijaminanharituadansebagaipenghargaanatasjasa-jasapegawaiselama

bertahun-tahunbekerjadalam PerusahaanDaerah.

Pasal80

Dasarpensiunyangdipakaiuntukmenentukanbesarnyapensiunialahgajipokok

(termasukgajipokokdanataugajipokoktambahanperalihan)berakhirsebulan

yangberhakditerimaolehpegawaiyangberkepentinganberdasarkanperaturangaji

yangberlakubaginya.

Pasal81



(1)Masakerjayangdihitunguntukmenetapkanhakdanbesarnyapensiununtuk

selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di

PerusahaanDaerah;

(2)WaktumenjalankensuatukewajibanNegaradalam kedudukanlaindaripada

sebagaipegawaiperusahaan,dihitungpenuhapabilayangbersangkutanpada

saatpemberhentiannyasebagaipegawaiperusahaan telahbekerjasebagai

pegawaiperusahaansekurang-kurangnya5(lima)tahm;

(3)Waktubekerjadalam kedudukanlaindaripadayanglaindisebutpadaayat(1)

dan(2)pasalinidalam hal-haltertentudapatdihitunguntuksebagianatau

penuhsebagaimasakerjauntukpansiunketentuan-ketentuanmengenaihalini

diaturdenganPeraturanPerusahaan;

(4)Dalam perhitunganmasakerjamakapecahanbulandibulatkankeatasmenjadi

sebulanpenuh.

Pasal82

Pemberianpensiun,pensiunjanda/dudadanbagiapensiunjandaditetapkanoleh

Direksiataupejabatyangditunjuk.

Pasal83

Diatas pensiun pegawai janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan

tunjangankeluarga,tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum dan

bantuan-bantuanumum lainnyamenurutketentuan-ketentuanyangberlakubagi

pegawaiperusahaan.

Pasal84

(1)Pegawaiyang diberhentikan dengan hormatsebagaipegawaiperusahaan

berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentian

sebagaipegawaiperusahaan:

a. Telah mencapai usia sekurang-kurangya 50 (Lima puluh) tahun

danmempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20



(duapuluh)tahun;

b. OlehDokteryangditunjukolehperusahaanberdasarkanperaturantentang

pengujiankesehatanpegawaiperusahaan,dinyatakantidakdapatbekaja

lagidalam jabatanapapunjugakarenakeadaanjasmaniataurohaniyang

disebabkanolehkarenaiamenjalankankewajibanjabatan,atau;

c. Mempunyaimasa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat)tahun dan oleh

Dokteryangditunjukolehperusahaanyangberdasarkanperaturantentang

pengujian kesehatan pegawaiperusahaan,dinyatakan tidak dapatlagi

dalam jabatan juga karena keadaan jasmaniatau rohaniyang tidak

disebabkanolehdankarenaiamenjalankankewajibanjabatan.

(2)Pegawaiperusahaanyangdiberhentikanataudibebaskandaripekerjaankarena

penghapusanjabatan,perubahandalam susuaanpegawai,penertibanaparatur

perusahaan atau karena alasan-alasan dinas lainnyadan kemudian tidak

dipekerjakankembalisebagaipegawaiperusahaanberhakmenerimapensiun

pegawaiapabilaiadiberhentikandenganhormatsebagaipegawaiperusahaan

danpadasaatpemberhentiannyasebagaipegawaiperusahaanitutelahberusia

sekurang-kurangnya 50 (lima puluhtahun)dan memilikimasa kerja untuk

pensiunsekurang-kurangnya10(sepuluh)tahun;

(3)Pegawaiperusahaanyangsetelahmenjalankansuatutugasperusahaan,tidak

dipekerjakankembalisebagaipengawasperusahaan,berhakmenerimapensiun

pegawaiapabilaiadiberhentikandenganhormatsebagaipegawaiperusahaan

dan pada saatpemberhentiannya sebagaipegawaiperusahaan ia telah

mencapaiusiasekurang-kurangnya50(limapuluhtahun)danmemilikimasa

kerjauntukpensiunsekurang-kurangnya10(sepuluh)tahun;

(4)Apabila pegawaiyang dimaksud ayat(2) dan (3) pasalinipada saat

diberhentikansebagaipegawaiperusahaantelahmemilikimasakerjauntuk

pensiunsekurang-kurangnya10(sepuluhtahun)akantetapipadasaatbelum

mencapaiusia 50 (lima puluh)tahun,maka pemberian pensiunkepadanya

ditetapkanpadasaatiamencapaiusia50(limapuluh)tahun.



Pasal85

Usiapegawaiperusahaanuntukpenetapanhakataspensiunditentukanatasdasar

tanggalkelahiran yang disebutpada pengangkatan pertama sebagaipegawai

perusahaan menurutbukti-buktiyang sah,maka tanggalkelahiran atas umur

pegawaiditetapkanberdasarkanketerangandaripegawaiyangbersangkutanpada

pengangkatanpertamaitu,denganketentuanbahwatanggalkelahirandanumur

termasukkemudiantidakdapatdiubahlagiuntukkeperluanpenentuanhakatas

pensiunpegawai.

Pasal86

(1)Besarnyapensiunpegawaisebulanadalahduasetengahperseratusdaridasar

pensiununtuktiap-tiaptahunmasakerja,deaganketentuanbahwa;

a. Pensiunpegawaisebulanadalahsebanyak-banyaknyatujuhpuluhlimaper

seratus dan sekurang-kurangnya empat puluh per seratus dari

dasarpensiun;

b. Pensiunpegawaisebulandalam haktermasukdalam pasal(75)ayat(1)

hurufcPeraturanDaerahiniadalahsebesartujuhpuluhlimaperseratusdari

dasarpensiun;

c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok

terendahmenurutperaturan perusahaan tentang gajidan pangkatyang

berlakubagipegawaiperusahaanyangbersangkutan.

(2)Pensiunpegawaitersebutpadaayat(1)hurufbpasalinidipertinggidengan

suatu jumlah tertentu dalam halpegawaiperusahaan yang bersangkutan

dinyatakantidakdapatbekerjalagidalam jabatanapapunjugakarenacacat

jasmanidan atau rohaniyang terjadididalam dan atau oleh karena ia

menjalankan kewajiban jabatannya.ketentuan-ketentuan tentang pemberian

tambahanataspensiunpegawaiinidiaturdenganPeraturanPerusahaan.

Pasal87



UntukmemperolehpensiunpegawaimenurutPeraturanDaerahinipegawaiyang

bersangkutan mengajukan suratpermintaan kepada direksiatau pejabatyang

ditunjuk:

a. Salinansahdarisuratkeputusantentangpemberhentianiasebagaipegawai

perusahaan;

b. DaftarriwayatPekerjaanyangdisusun/disahkanolehpejabatperusahaanyang

berwenanguntukmemberhentikanpegawaiyangbersangkutan;

c. Daftarsusunankeluargayangdisahkanolehyangberwajibyangmemuatnama

tanggalkelahirandanalamat(istri-istri/suamidananak-anaknya);

d. Suratketerangandaripegawaiyangberkepentinganyangmenyatakanbahwa

semua surat-surat baik aslimaupun tiruan atau kutipan dan barang-

baranglainnyamilikprusahaanyangadapadanyatetahdiserahkankembali

kepadayangberwajib.

Pasal88

(1)Pensiun pegawaiyang berhak diterima diberikan mulaibulan berikutnya

pegawaiyangbersangkutandiberhentikansebagarpegawaiperusahaan;

(2)Dalam haltermasukdalam pasal84ayat(4)PeraturanDaerahinipensiun

pegawai diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan

mencapaiusia50(limapuluh)tahun.

Pasal89

Hakpensiunpegawaiberakhirpadapenghabisanbulanpenerimapensiunpegawai

yangbersangkutanmeninggaldunia.

Pasal90

Pembayaranpensiunpegawaitetapdiberikanpadayangbersangkutan,meskipun

diangkatkembalimenjadipegawaiperusahaan dan diberikan hak-hak sesuai

keputusandireksiataupersetujuanDewanPengawas.

Pasal91



(1)Apabilapegawaiperusahaanataupenerimapensiunpegawaimeninggaldunia,

maka istriuntuk pegawaiperusahaan pria atau suaminya untuk pegawai

perusahaanwanita,yangsebelumnyatelahterdaftar,berhakmenerimapensiun

jandaataududa;

(2)Dalam halpegawaiperusahaanataupenerimapensiunpegawaipriatermaksud

diatasberistrilebihdariseorangmakapensiunjandadiberikankepadaistri

yangadapadawaktuitupalinglamadantidakputus-putusdinikahinya.

Pasal92

(1)Besarnyapensiunjanda/dudasebulanadalah36%(tgapuluhenam perseratus)

daridasarpensiundenganketentuanapabilaterdapatlebihdariseorangisteri

yangberhakmenerimapensiunjanda,makabesarnyapensiunjandamasing-

masingisteriadalah36%(tigapuluhenam perseratus)dibagirataantaraisteri-

isteriitu;

(2)Jumlah36%(tigapuluhenam perseratus)daridasarpensiuntermaksudayat(1)

pasalinitidakbolehkurangdari75% (tujuhpuluhlimaperseratus)darigaji

pokok terendah menurutPeraturan Perusahaan tentang gajidanpangkat

pegawaiperusahaanyangberlakubagialmarhum suami/isterinya;

(3)Apabilapegawaiperusahaantewas,makabesarnyapensiunjanda/dudaadalah

72%(tujuhpuluhduaperseratus)daridasarpensiundenganketentuanbahwa

apabilaterdapatlebihdariseerangisteriyangberhakmenerimapensiunjanda

makabesarnyabagianpensiunjandauntukmasing-masingisteriadalah72%

(tujuhpuluhduaperseratus)dibagirata-rataantaraisteri-isteriitu;

(4)Jumlah72%(tujuhpuluhduaperseratus)daridasarpensiuntermaksudayat(3)

pasalinitidak boleh kurang darigajipokok terendah menurutPeraturan

Perusahaantentanggajidanpangkatpegawaiperusahaanyangberlakubagi

almarhum suami/isterinya.

Pasal93

(1)Apabilapegawaiperusahaanataupenerimapensiunpegawaimeninggaldunia,



sedangkaniatidakmempunyaiisteri/suamilagiyangberhakuntukmenerima

pensiunjanda/dudaataubagianpensiunjandatermaksudpasal91Peraturan

Daerahiniadalah;

a. Pensiunjandadiberikankepadaanak-anaknya,apabilahanyaterdapatsatu

golongananakyangsahseibu;

b. Satubagianpensiunjandadiberikankepadamasing-masinggolongananak

yangsahseibu;

c. Pensiundudadiberikankepadaanak(anak-anaknya)

(2)Apabilapegawaipriaataupenerimapensiunpriameninggalduniasedangkania

mempunyaiisteri(isteri-isteri)yangberhakmenerimapensiunjanda/bagian

pensiunjandadisampinganak(anak-anak)dariisteri(isteri-isteri)yangtelah

meninggalduniaatautelahcerai,makabagianpensiundiberikankepadamasing

-masingisteridangolongananak(anak-anak)seayahseibutermaksud;

(3)Kepada anak(anak-anaknya)yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai

Pegawaidankedua-duanyameninggaldunia,diberikansatupensiunn,bagian

pensiunjandaataupensiundudaatasdasaryanglebihmenguntungkan;

(4)Anak(anak-anaknya)yangberhakmenerimapensiunjandaataupensiunjanda

menurutketentuan-ketentuanayat(1)atauayat(2)pasalini,ialahanak(anak-

anak)yangpadawaktupegawaiataupenerimapensiunpegawaimeninggal

dunia:

a. Belum mencapaiusia25tahun;

b. Tidakmempunyaipenghasilansendiri;

c. Belum menikahataubelum pernahmenikah.

Pasal94

(1)Pendaftaranisteri(isteri-isteri)suami/anak(anak-anak)sebagaiyangberhak

menerimapensiunjanda/dudaharusdilakukanolehperusahaanataupenerima

pensiunpegawaiyangbersangkutan;

(2)Pendaftaranlebihdariseorangisterisebagaiyangberhakmenerimapensiun

harusdilakukandengansepengetahuantiap-tiapisteriyangdidaftar;



(3)Jikalauhubunganperkawinandenganisteri/suamiyangtelahterdaftarterputus,

makaterhitungmulaiperceraianberlakusahisteri/suamiitudihapuskandari

daftaristeri/suamiyangberhakmenerimapensiunjanda/duda;

(4)Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima

Pensiunjanda/duda atau bagian pensiun janda sepertitermaksud pasal84

PeraturanDaerahiniialah:

a. Anak-anakpegawaiatau pegawaiatau penerima pensiun pegawaidari

perkawinannyadenganisteri(isteri-isteri)/suamiyangdidaftarkansebagai

yangberhakmenerimapensiunjanda/duda;

b. Anak-anakpegawaiwanitaataupenerimapensiunpegawaiwanita.

(5)Yangdianggap,dilahirkandariperkawinansahialahkecualianak-anakyang

dilahirkanselambat-lambatnya300(tigaratus)harisesudahperkawinanitu

terputus;

(6)Pendaftaranisteri(isteri-isteri),anak(anak-anak)sebagaiyangberhakmenerina

pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah

perkawinan/kelahiran atau sesudah saatterjadinya kemungkinanlain untuk

melakukanpendaftaranitu.

Pasal95

(1)Apabilapegawaitewasdantidakmeninggalkanisteri/suamiataupunanak-anak

20%(duapuluhperseratus)daripensiunjanda/dudatermaksudpasal84ayat

(3)PeraturanDaerahinidiberikankepadaorangtuanya;

(2)keduaorangtuatelahbercerai,makakepadamerekamasing-masingdiberikan

separuhdarijumlahtermaksudpadaayat(1)pasalini.

Pasal96

Untuk memperoleh pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut

Peraturan Daerah inijanda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan

suratpermintaankepadaDireksidengandisertai:

a. Suratketerangankematianatausalinanyangdisahkanolehyangberwajib;



b. SalinansuratNikahyangdisahkanolehyangberwajib;

c. Daftarsusunankeluargayangdisahkanolehyangberwajibyangmemuatnama,

tanggalkelahirandanalamatmerekayangberkepentingan;

d. Suratkeputusanyangmenetapkanpangkatdangajiterakhirpegawaiyang

meninggaldunia.

pasal97

(1)Pemberianpensiunjanda/dudaataubagianpensiunjandakepadaanak(anak-

anak) termaksud dalam pasal91 Peraturan Daerah inidilakukan atas

permintaandariatauatasnamaanak(anak-anak)yangberhakmenerimanya;

(2)Permintaantermaksudayat(1)pasaliniharusdisertai.

a. Suratketerangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang

berwajib;

b. Salinan suratkelahiran anak(anak-anak)atau daftarsusunan keluarga

pegawaiyang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwewenang

menerimadantidakmempunyaipenghasilansendiri;

c. Suratkeputusanyangmenetapkanpangkatdangajipokokterakhirpegawai

ataupenerimapensiunpegawaiyangmeninggaldunia.

Pasal98

(1)Kepalaunitdimanapegawaiperusahaanyangmeninggalduniaterakhirbekerja

berkewajiban membantu agar pengiriman surat-surat permintaanbeserta

lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal90 dan pasd 93ayat (2)

terlaksanaselekasmungkin;

(2)Isteri/suamiatau anak (anak-anak)daripenerima pensiun pegawaiatau

penerimapensiunjanda/dudayangmeninggalduniadapatmengajukansurat

permintaanbesertalampiran-lampirannyatermaksuddalam pasal91danpasal

93 ayat(2)langsuag kepada Direksidangan disertaisalinan darisurat

keputusan tentang pemberian pensiun pegawaiatau pensiun janda/duda

kepadapenerimapensiunyangbersangkutan.



Pasal99

Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut peraturan Daerah

inidiberikanmulaibulanberikutnyaapabilapegawaiperusahaanataupenerima

pensiunpegawaiyangbersangkutanmeninggaldunia,anakyangdilahirkandalam

bataswaktu 300 (tiga ratus)harisetelah pegawaiperusahaan atau penerima

pensiunpegawaimeninggaldunia,pensiunjanda/bagianpensiunjandadiberikan

bulanberikutnyapadatanggalkelahirananakitu.

Pasal100

Pemberianpensiunjanda/dudaataubagianpensiunjandaataududaberakhir:

a. Janda/dudayangbersangkutanmeninggaldunia;

b. Tidaklagiterdapatanakyangmemenuhisyarat-syaratuntukmenerimanya.

c. Janda/dudatelahmenikahkembali.

Pasal101

Jikalau syarat-syaratyang disebutdalam pasal88,pasal96,atau pasal97

peraturan Daerah inibelum dipenuhiatau jika karena sesuatu halpenetapan

pemberianpensiunpegawaipensiunjanda/dudaataubagianpensiunjandabelum

dapatdilakukanmakakepadabekaspegawaiperusahaanataujanda(janda-janda)

duda atau anak (anak-anak)yang berkepentingan oleh Pejabatyang berhak

memberhentikan pegawaiyang bersangkutan dapatdiberikan untuksementara

uangmukaataspensiunpegawaiataupensiunjanda/dudaataubagianpensiun

jandamenurutpetunjukyangditentukan.

Pasal102

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda

ataupensiunjandadikemudianhariternyatakeliru,makapenetapantersebutdiubah

sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuatalasan

perubahanitu,akantetapikelebihanpensiunataupensiunjanda/dudaataubagian

pensiunjandayangmungkintelahdibayarkan,tidakdipungutkembali.



Pasal103

(1)Pensiunjanda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada

Janda/duda yang tidak mempunyaianak,dibatalkan jika janda/duda yang

bersangkutan tidak lagi,terhitung daribulan berikutnya perkawinan itu

berlangsung;

(2)Apabilakemudiankhususdalam haljanda(janda-janda)perkawinantermaksud

ayat(1)pasaliniterputus,makaterhitungbulanberikutnyakepadajandayang

bersangkutandiberikanlagipensiunjandaataubagianpensiunpadayangtelah

dibatalkan,atau menurut Peraturan Daerah inidapat diperoleh karena

perkawinanterakhir.

Pasal104

Hapusnyapensiunpegawai/pensiunjanda/duda:

(1)Hakuntukmenerimapensiunpegawaiataupensiunjanda/dudahapus:

a. Jikapenerimapensiunpegawaitidakseijinperusahaanmenjadianggota

Tentaraa'rauPegawaiNegrisuatuNegaraAsing;

b. Jikapenerimapensiunpegawai/pensiunjanda/duda/bagianpensiunjanda

menurutkeputusanPejabatyangberwenangdinyatakansalahmelakukan

tindakan atau terlibatdalam suatu gerakan yang bertentangan dengan

kesetiaanterhadapNegaraatauhaluanNegarayangberdasarkandengan

Pancasila;

c. Jikatemyataketerangan-keteranganyangdiajukarasebagaibahanuntuk

menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda/duda

bagianpensiun janda tidak benardan bekas pegawaiperusahaan atau

janda/duda/anakyangseharusnyatidakberhakdiberikanpensiun.

(2)Dalam hal-haltersebutdalam ayat(1)hurufadanbpasalini,makasurat

pemberiankeputusantermaksuddicabut.

Pasal105



Sumberdanapensiundarimasing-masingperusahaandapatdihimpundari:

a. Presentasidarilabauntukdanapensiun;

b. Iuranpensiun;

c. Dana-danadanpenghasilanlainyangsah.

BABX

KETENTUANPENUTUP

Pasal106

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalamPeraturan Daerah ini

sepanjangmengenaipelaksanaannyaakandiaturdengankeputusanDireksi.

Pasal107

PeraturanDaerahinimulaiberlakusejaktanggaldiundangkan.

Dasar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan

keputusandenganmenempatkannyadalam IembaranDaerah.

DitetapkandiMakassar

PadaTanggal,23Desember2002

WALIKOTAMAKASSAR

Cap/Ttd

H.B.AMIRUDDINMAULA

DiundangkandiMakassar

Padatanggal,18Januari2001

SEKRETARISDAERAHKOTAMAKASSAR,

H.M.FARIDSUAIB
PemibinaUtamaMuda



NIP:010057203

LEMBARANDAERAHKOTAMAKASSARNOMOR1
TAHUN2000SERIDNOMOR1

LAMPIRAN PERATURANDAERAHKOTAMAKASSAR

NOMOR :9Tahun2000

TANGGAL :23Desember2001

TENTANG :KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN

PERUSAHAAN DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA

KOTAMAKASSAR

NO. PANGKAT GOLONGAN RUANG
1 2 3 4
1 PEGAWAIDASARMUDA A 1

2 PEGAWAIDASARMUDATINGKATI A 2
3 PEGAWAIDASAR A 3
4 PEGAWAIDASARTINGKATI A 4
5 PELAKSANAMUDA B 1
6 PELAKSANAMUDATINGKATI B 2
7 PELAKSANA B 3



8 PELAKSANATINGKATI B 4
9 STAFMUDA C 1

10 STAFMUDATINGKATI C 2

11 STAF C 3
12 STAFTINGKATI C 4
13 STAFMADYA D 1
14 STAFMADYA I D 2
15 STAFUTAMAMADYA D 3
16 STAFUTAMA D 4

WALIKOTAMAKASSAR

Cap/Ttd

H.B.AMIRUDDINMAULA


